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ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
LAMPUNG : DENGAN METODE INTERRUPTED TIME SERIES

OLEH

M. IKHSAN NUR ROZAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program bantuan sosial
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah
Interrupted Time Series (ITS) dengan pendekatan regresi Ordinary Least Squares
(OLS) menggunakan data runtun waktu periode pengamatan sebanyak 24
observasi. Model penelitian memasukkan variabel intervensi bantuan sosial sebagai
variabel utama, serta variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan inflasi. Hasil
estimasi menunjukkan variabel tren waktu berpengaruh negatif signifikan terhadap
tingkat kemiskinan yang berarti tren tingkat kemiskinan sebelum intervensi bantuan
sosial PKH diterapkan telah menunjukkan tren menurun. Variabel intervensi
bantuan sosial PKH berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan
yang berarti bantuan sosial PKH berdampak pada periode ketika kebijakan
diterapkan. Namun, variabel tren waktu setelah intervensi tidak berpengaruh negatif
signifikan, sehingga menunjukkan bahwa perubahan tren penurunan kemiskinan
dalam jangka panjang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Variabel
kontrol PDRB per kapita terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap
penurunan kemiskinan, sedangkan inflasi tidak menunjukkan pengaruh positif
signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH berperan dalam
mengurangi kemiskinan, khususnya dalam jangka pendek, dengan PDRB per kapita
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, maka menegaskan
pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mendukung penurunan kemiskinan secara
berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Interrupted Time Series, Kemiskinan, PDRB per
Kapita, Program Keluarga Harapan.



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH)
SOCIAL ASSISTANCE ON POVERTY LEVELS IN LAMPUNG PROVINCE:
USING THE INTERRUPTED TIME SERIES METHOD

BY

M. IKHSAN NUR ROZAK

This study aims to analyze the impact of social assistance programs on poverty
levels in Lampung Province. The method used is Interrupted Time Series (ITS) with
an Ordinary Least Squares (OLS) regression approach using time series data of 24
observation periods. The research model includes the social assistance intervention
variable as the main variable, as well as control variables in the form of GRDP per
capita and inflation. The estimation results show that the time trend variable has a
significant negative effect on the poverty level, meaning that the trend of the poverty
level before the PKH social assistance intervention was implemented had shown a
downward trend. The PKH social assistance intervention variable has a significant
negative effect on the poverty level, meaning that PKH social assistance had an
impact during the period when the policy was implemented. However, the time
trend variable after the intervention did not have a significant negative effect, thus
indicating that changes in the long-term trend of poverty reduction did not
experience significant changes. The control variable GRDP per capita was shown
to have a significant negative effect on poverty reduction, while inflation did not
show a significant positive effect. These findings indicate that PKH social
assistance plays a role in reducing poverty, especially in the short term, with GRDP
per capita having a negative and significant effect on the poverty level, thus
emphasizing the importance of economic growth in supporting sustainable poverty
reduction.

Keywords: Social Assistance, Interrupted Time Series, Poverty, GRDP per
Capita, Family Hope Program.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang kompleks dan
multidimensional, mencerminkan tidak hanya ketimpangan distribusi pendapatan,
tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan
ekonomi. Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pertama,
kemiskinan absolut, yaitu kondisi ketika pendapatan seseorang tidak mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, kemiskinan relatif, yang muncul
akibat ketidakmerataan distribusi hasil kebijakan pembangunan. Ketiga, kemiskinan
kultural, yang dipengaruhi oleh pola pikir, nilai, kebiasaan, atau etos kerja
masyarakat. Terakhir, kemiskinan struktural, yaitu kondisi yang terjadi karena faktor-
faktor struktural dalam masyarakat yang membatasi akses individu atau kelompok

terhadap sumber daya (Khomsan et al., 2015).

Di Indonesia, meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan dari 11,66% pada
September 2012 menjadi 8,57% pada September 2024, laju penurunan tersebut relatif
lambat, hanya sekitar 3,09% dalam kurun waktu lebih dari satu dekade (Badan Pusat
Statistik, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengentasan
kemiskinan membutuhkan instrumen yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi
juga mampu mendorong perubahan kesejahteraan secara berkelanjutan. Salah satu
instrumen kebijakan utama yang digunakan pemerintah Indonesia untuk
menanggulangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program
Keluarga Harapan (PKH) ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama untuk
mengatasi kemiskinan. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan
kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS), sehingga bantuan diarahkan kepada mereka yang benar-benar berada



di bawah garis kemiskinan. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup,
mengurangi beban pengeluaran, serta mendorong kemandirian keluarga miskin
dalam jangka panjang melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Dengan demikian, sasaran bantuan
sosial PKH secara eksplisit ditujukan kepada rumah tangga yang masuk dalam
kategori miskin menurut data resmi, yaitu mereka yang berada di bawah garis
kemiskinan yang diukur oleh BPS melalui indikator Headcount Index (PO0), yaitu
persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan
nasional (Badan Pusat Statistik, 2025a). Keterkaitan ini menjadikan PKH sebagai
fokus utama dalam penelitian ini untuk memahami kontribusi kebijakan terhadap
penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung. Program ini pertama kali diluncurkan
secara nasional pada tahun 2007 sebagai pemulaan di tujuh provinsi, dan kemudian
diperluas secara bertahap, yang merupakan bentuk pelaksanaan peran negara dalam
membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini
bermula dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara berkeadilan (Kementerian Sosial
Republik Indonesia, 2019; Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). PKH
dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan akses pendidikan dan

kesehatan guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi dalam kerangka tersebut.

Penguatan arah kebijakan PKH tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menekankan bahwa pengentasan kemiskinan
harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan
memprioritaskan kelompok fakir miskin sebagai sasaran utama kebijakan publik
(Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, 2011). Implementasi dan tata kelola
PKH kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018,
yang memperkuat mekanisme penargetan, penyaluran, dan kewajiban penerima
manfaat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan (Kementerian

Sosial Republik Indonesia, 2019; Peratura Menteri Sosial Republik Indonesia, 2018).



Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi
permasalahan kemiskinan yang relatif tinggi, sehingga salah satu provinsi yang
relevan untuk ditelaah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2024
persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 10,62 persen atau setara
dengan sekitar 939,30 ribu jiwa di atas rata-rata nasional yang berada di 8,57 persen,
menempatkan Lampung pada urutan ke-16 dari 38 provinsi di Indonesia dan keempat
tertinggi di Pulau Sumatera setelah Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. yang
menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan sosial

secara lokal (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural di Provinsi Lampung, meskipun
berbagai program bantuan sosial telah diimplementasikan dengan program utamanya
Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai dilaksanakan pada tahun 2011
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin dan Keputusan Gubernur No. 82 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Tahun
2011 (Jdih.lampungprov, 2011; Undang-Undang Republik Indonesia, 2011). Data
Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah penduduk
miskin di Lampung mencapai 941,23 ribu orang, menurun sebanyak 29,4 ribu orang
dibandingkan Maret 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, penurunan ini tidak
merata jumlah penduduk miskin di perkotaan justru mengalami peningkatan
sebanyak 11,1 ribu orang, sementara di pedesaan menurun 40,5 ribu orang.
Peningkatan kemiskinan di perkotaan menunjukkan adanya tantangan dalam
penyaluran dan efektivitas program bantuan sosial di wilayah urban (Badan Pusat

Statistik, 2024).



Berikut data kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung dari tahun 2001-2024 dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Gambar 1.1 Data Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2001-2024.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung selama periode 2001-2024
menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dan dipengaruhi oleh kondisi
ekonomi makro serta implementasi berbagai kebijakan publik. Pada ada awal
periode observasi, angka kemiskinan masih tergolong tinggi sebagai konsekuensi
dari proses pemulihan ekonomi pascakrisis nasional yang mulai stabil jika
dibandingkan tahun sebelumnya walau belum sepenuhnya stabil dalam segi kondisi
ekonomi. Pada tahun 2001, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung
tercatat sebesar 24,91 persen atau sekitar 1,67 juta jiwa. Kondisi tersebut
mencerminkan masih lemahnya daya beli masyarakat, keterbatasan kesempatan
kerja, serta belum optimalnya sistem perlindungan sosial yang terintegrasi pada

awal dekade 2000-an.

Memasuki periode 2001-2004, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mulai
menunjukkan tren penurunan secara bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi
nasional pascakrisis. Persentase penduduk miskin menurun dari 24,91 persen pada

tahun 2001 menjadi 22,22 persen pada tahun 2004. Meskipun tren penurunan mulai



terlihat, tingkat kemiskinan pada periode ini masih tergolong tinggi, yang
mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh
kelompok masyarakat miskin. Pada fase ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan
masih relatif terbatas dan belum terintegrasi dalam satu sistem perlindungan sosial

yang komprehensif.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2005-2014,
menunjukkan penurunan yang relatif lebih konsisten, meskipun masih disertai
fluktuasi. Persentase penduduk miskin menurun dari 21,42 persen pada tahun 2005
menjadi 14,21 persen pada tahun 2014. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya
peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai program
bantuan sosial, termasuk mulai diterapkannya Program Keluarga Harapan secara
nasional sejak tahun 2007 dan penguatan kerangka perlindungan sosial yang lebih
terekspansi semenjak tahun 2011. Penurunan kemiskinan pada periode ini
mengindikasikan adanya perbaikan akses masyarakat miskin terhadap layanan

dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, pada periode 2015-2024, penurunan tingkat kemiskinan masih
berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat. Persentase kemiskinan turun dari
14,35 persen pada tahun 2015 menjadi 10,69 persen pada tahun 2024. Perlambatan
laju penurunan ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memasuki fase
yang lebih kompleks, di mana kelompok miskin yang tersisa cenderung berada
dalam kondisi kemiskinan struktural dan menghadapi keterbatasan akses terhadap
peluang ekonomi. Selain itu, guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada
periode 2020-2021 turut memengaruhi stabilitas tren penurunan kemiskinan, yang
tercermin dari meningkatnya kembali persentase penduduk miskin pada tahun 2021
sebelum kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, tren
kemiskinan di Provinsi Lampung selama periode 2001-2024 menunjukkan pola
penurunan jangka panjang pascakrisis dan kemudian melambat dalam satu dekade
terakhir. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah bantuan sosial
Program Bantuan Sosial (PKH) berdampak terhadap tingkat kemiskinan, semenjak
diterapkannya di Provinsi Lampung selama ini, juga dalam mempertahankan tren

penurunan kemiskinan yang berkelanjutan.



Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
menyalurkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) ke daerah-daerah,
termasuk Provinsi Lampung, sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan
kemiskinan. Berikut adalah data realisasi anggaran bantuan sosial Program Keluarga
Harapan dari APBN pemerintah pusat untuk wilayah Provinsi Lampung tahunan dari

tahun 2020-2024 di Provinsi Lampung:
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Gambar 1.2 Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial PKH dari APBN
Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Lampung.

Anggaran bantuan sosial PKH meskipun bersumber dari APBN, alokasi anggaran
PKH ditetapkan secara spesifik per wilayah berdasarkan jumlah Keluarga Penerima
Manfaat (KPM), tingkat kemiskinan daerah, serta hasil pemutakhiran Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, anggaran PKH yang diterima
Provinsi Lampung mencerminkan intensitas intervensi kebijakan perlindungan
sosial pemerintah pusat di wilayah tersebut. Anggaran bantuan sosial PKH
merepresentasikan bentuk intervensi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk
menurunkan tingkat kemiskinan dengan melindungi kelompok masyarakat rentan
dan mendukung akses terhadap kebutuhan dasar (Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, 2024). Berdasarkan data anggaran PKH Provinsi Lampung periode
2020-2024, terlihat adanya dinamika alokasi anggaran yang cukup signifikan. Pada
tahun 2020, anggaran PKH Lampung mencapai Rp1,73 triliun, yang merupakan



respons pemerintah terhadap meningkatnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat
akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, anggaran tersebut menurun menjadi
Rp1,32 triliun, seiring dengan penyesuaian kebijakan fiskal dan evaluasi ulang
terhadap cakupan penerima manfaat. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023,
anggaran PKH Lampung relatif stabil di kisaran Rp1,25 triliun, sebelum kembali
meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp1,19 triliun. Pola ini menunjukkan bahwa
alokasi anggaran PKH di Lampung bersifat adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi
dan kebijakan nasional yang berlaku. Intensitas intervensi Program Keluarga
Harapan di Provinsi Lampung dapat dianalisis melalui perkembangan jumlah
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari waktu ke waktu. Perubahan jumlah KPM
mencerminkan kebijakan perluasan cakupan, penyesuaian target, serta hasil
evaluasi penyaluran program yang berpotensi memengaruhi dinamika tingkat
kemiskinan di daerah. Perkembangan jumlah KPM PKH di Provinsi Lampung
selama periode 2011-2024 disajikan pada Gambar berikut:
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Gambar 1.3 Jumlah KPM Bantuan Sosial PKH di Provinsi Lampung Tahun
2011-2024.

Seiring dengan dinamika anggaran PKH di Provinsi Lampung, perkembangan
jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga menunjukkan pola yang penting

untuk dicermati dalam konteks penurunan kemiskinan. Berdasaarkan data pada



Gambar 1.3 jumlah KPM bantuan sosial PKH di Provinsi Lampung periode 2011-
2024 memperlihatkan adanya ekspansi program yang cukup signifikan, terutama
pada fase awal implementasi menyeluruh PKH di daerah. Pada tahun 2011, jumlah
KPM PKH di Lampung tercatat sebanyak 38.994 keluarga, kemudian meningkat
tajam menjadi 120.446 KPM pada tahun 2014. Peningkatan ini mencerminkan fase
perluasan cakupan program sebagai instrumen perlindungan sosial utama bagi
rumah tangga miskin dan rentan pasca penerapan nasional PKH secara penuh,

termasuk di Provinsi Lampung.

Perluasan KPM PKH semakin intensif pada periode 2015-2019. Jumlah penerima
meningkat dari 147.126 KPM pada tahun 2015 menjadi 450.069 KPM pada tahun
2019. Lonjakan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang memperkuat
program bantuan sosial bersyarat sebagai bagian dari strategi pengurangan
kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus penyempurnaan sistem pendataan melalui
DTKS. Peningkatan jumlah KPM tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk
menjangkau rumah tangga miskin di wilayah perdesaan dan sektor informal yang
selama ini rentan terhadap guncangan ekonomi. Puncak jumlah KPM PKH di
Provinsi Lampung terjadi pada periode 2020-2021, yaitu masing-masing sebesar
471.520 dan 465.475 KPM. Kondisi ini berkaitan erat dengan pandemi COVID-19
yang meningkatkan risiko kemiskinan dan kerentanan sosial, sehingga pemerintah
memperluas cakupan bantuan sosial, termasuk PKH, guna menahan lonjakan angka
kemiskinan. Dalam situasi krisis, PKH berfungsi sebagai shock absorber bagi
rumah tangga miskin melalui dukungan pendapatan bersyarat yang ditujukan untuk
menjaga akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar (World Bank,

20204a).

Namun demikian, setelah tahun 2021 terlihat adanya tren penurunan jumlah KPM
PKH di Provinsi Lampung, dari 434.953 KPM pada 2022 menjadi 390.779 KPM
pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan melalui
graduasi penerima manfaat, pembaruan DTKS, serta penguatan prinsip ketepatan
sasaran. Secara normatif, penurunan jumlah KPM dapat diartikan sebagai indikasi
membaiknya kondisi kesejahteraan sebagian rumah tangga penerima. Dinamika

jumlah KPM PKH di Provinsi Lampung tidak hanya mencerminkan besaran



intervensi kebijakan bantuan sosial, tetapi juga menunjukkan perubahan strategi
pemerintah dalam mengelola kemiskinan dari waktu ke waktu. Fluktuasi jumlah
KPM yang cukup tajam, baik pada fase ekspansi maupun kontraksi, menegaskan
pentingnya evaluasi kebijakan berbasis waktu. Meskipun Program Keluarga
Harapan telah menjadi instrumen utama kebijakan perlindungan sosial di Indonesia
dengan cakupan penerima yang luas dan dukungan anggaran yang besar, efektivitas
program ini dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan masih
memerlukan pengujian empiris yang lebih mendalam. Intensitas intervensi PKH di
Provinsi Lampung tercermin dari dinamika jumlah Keluarga Penerima Manfaat
yang mengalami peningkatan signifikan sejak program ini diterapkan secara
menyeluruh pada tahun 2011, diikuti dengan penyesuaian jumlah penerima pada
periode-periode berikutnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa PKH bukan
sekadar kebijakan statis, melainkan intervensi yang terus disesuaikan dengan
kondisi sosial ekonomi dan kebijakan penargetan pemerintah. Namun, intervensi
bantuan sosial tidak secara otomatis menjamin tercapainya penurunan kemiskinan
yang konsisten dan merata. Perkembangan kemiskinan di Provinsi Lampung
menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin cenderung menurun
secara agregat, laju penurunannya melambat dalam satu dekade terakhir dan
memperlihatkan perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa intervensi PKH perlu dianalisi tidak hanya dari sisi besaran
anggaran dan jumlah penerima, tetapi juga dari dampaknya terhadap perubahan

tingkat dan tren kemiskinan dalam jangka panjang.

Fenomena-fenomena di atas memperkuat kebutuhan akan analisis dampak berbasis
data longitudinal. Dengan pendekatan ini, bantuan sosial PKH sebagai instrumen
kebijakan pemerintah yang merepresentasikan sebagai bentuk intervensi pemerintah
dengan tujuan berdampak terhadap tren kemiskinan di Provinsi Lampung. data
realisasi anggaran bantuan sosial PKH dan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
PKH tersebut digunakan sebagai bukti intervensi pemerintah sebagai bentuk

kebijakan fiskal daerah untuk mengurangi kemiskinan.
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Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan studi literatur dan cross-
sectional atau data panel antarwilayah yang hanya menangkap gambaran sesaat, dan
cenderung meneliti skema program bantuan sosial tertentu sehingga tidak mampu,
mendeteksi dinamika jangka panjang. Seperti penelitian terdahulu Studi oleh Fadhli
dan Nazila menunjukkan bahwa PKH memiliki pengaruh positif di kabupaten
Jombang tepatnya di desa pucangsimo. Secara keseluruhan, program tersebut hanya
menjelaskan 53,3% dari variabel penanggulangan kemiskinan, menunjukkan bahwa
faktor lain juga berperan signifikan (Fadhli & Nazila, 2023b). Selain itu, penelitian
oleh Mursyidah (2023) mengenai efektivitas program bantuan tunai bersyarat di
Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa setelah dua tahun pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH), tidak terdapat perbedaan signifikan dalam status
gizi balita dan kesejahteraan keluarga, mengindikasikan bahwa program tersebut
belum efektif dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan (Mursyidah, 2023).
Sedangkan pada studi lainnya diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH)
terbukti memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya
peningkatan dalam pelaksanaan dan cakupan program PKH berkontribusi pada
penurunan angka kemiskinan di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota

Gorontalo (Friska Olabu ef al., 2024).

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan sosial seringkali tidak
disertai dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga
penerima bantuan tetap bergantung pada bantuan pemerintah (Halawa, 2023).
Calundu dan Musdalifa menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam
penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat prasejahtera
(Calundu & Musdalifa, 2023). Lebih lanjut, studi oleh Salsabila et al. menemukan
bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kemiskinan di
Indonesia, terutama karena masalah dalam penargetan dan distribusi bantuan

(Salsabila et al., 2024b).

Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya studi kuantitatif
jangka panjang yang mampu menangkap dinamika kemiskinan secara lebih
komprehensif. Sebagian besar kajian terdahulu masih terbatas pada analisis jangka

pendek atau menggunakan pendekatan potong lintang dan panel yang belum
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sepenuhnya merefleksikan perubahan struktural kemiskinan sebelum dan sesudah
intervensi kebijakan. Akibatnya, dampak Program Keluarga Harapan sering kali
dinilai secara parsial dan belum mampu menjelaskan kontribusi program tersebut
terhadap perubahan tren kemiskinan dalam jangka panjang. Selain itu, efektivitas
dampak PKH dalam mengurangi kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh
faktor ekonomi makro yang turut membentuk kondisi kesejahteraan masyarakat.
Variabel seperti pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin melalui PDRB per
kapita dan stabilitas harga yang diwakili oleh tingkat inflasi memiliki peran penting
dalam menentukan daya beli dan tingkat kerentanan rumah tangga miskin. Tanpa
mengendalikan  faktor-faktor tersebut, analisis dampak PKH berpotensi
menghasilkan estimasi yang bias dan kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan
penelitian kuantitatif jangka panjang yang secara eksplisit mengontrol pengaruh
variabel ekonomi lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai
efektivitas PKH. Pendekatan semacam ini memungkinkan pemisahan dampak
kebijakan bantuan sosial dari dinamika ekonomi yang terjadi secara bersamaan,
sehingga dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai peran PKH

dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah dengan
menganalisis dampak bantuan sosial PKH dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi
Lampung menggunakan model Interrupted Time Series (ITS). Berbeda dengan
penelitian sebelumnya yang menggunakan regresi data panel atau cross-section,
model ITS secara spesifik dirancang untuk mengevaluasi dampak suatu intervensi
(dalam hal ini, kebijakan bantuan sosial PKH) terhadap suatu hasil (tingkat
kemiskinan) dengan membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur perubahan tren dan level
kemiskinan yang secara langsung dapat dikaitkan dengan kebijakan bantuan sosial.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang
lebih kuat mengenai analisis dampak bantuan sosial dan berkontribusi pada perbaikan

kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Model Interrupted Time Series (ITS) merupakan metode analisis kuantitatif yang

dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak intervensi kebijakan atau program
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secara lebih akurat, seperti pada penelitian terdahulu oleh Jiang et al., (2024), yang
bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan kesehatan ketika uji coba terkontrol
secara acak tidak memungkinkan, karena ITS mampu menangkap perubahan tingkat
(Ievel) maupun tren suatu indikator sebelum dan sesudah intervensi kebijakan
diterapkan secara populasi, namun efektivitas analisis tersebut sangat bergantung
pada pemilihan model estimasi yang tepat serta ketepatan dalam menspesifikasikan
bentuk dampak kebijakan. Dan pada penelitian oleh Ilboudo & Siri, (2023), kebijakan
penghapusan biaya layanan kesehatan bagi ibu dan anak di Burkina Faso
memberikan bukti empiris yang kuat bahwa penghilangan hambatan finansial di titik
layanan secara nyata mampu meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan dan

memperbaiki hasil kesehatan, terutama pada kelompok anak di bawah lima tahun.

Menggunakan pendekatan Interrupted Time Series berbasis data nasional jangka
panjang, penulis menemukan bahwa kebijakan layanan kesehatan gratis secara
signifikan meningkatkan kunjungan pelayanan kesehatan anak dan menurunkan
angka kematian akibat malaria berat pada anak, meskipun dampaknya terhadap
beberapa indikator lain seperti persalinan berbantuan dan kematian bayi di rumah
sakit belum sepenuhnya signifikan secara statistik. Lalu pada penelitian lainnya yang
bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun
2013, yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi
pengangguran, dan menurunkan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di
Kabupaten Tulungagung (Sujoko et al., 2022). Metode ini juga telah digunakan
dalam berbagai studi untuk mengevaluasi dampak kebijakan publik, termasuk dalam
konteks pandemi COVID-19, seperti penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk
menganalisis dampak dari Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 di Kabupaten
Nganjuk terhadap angka penularan dan kematian akibat COVID-19. Peraturan ini
menjadi menarik karena berbeda dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) yang diterapkan di banyak daerah lain. Dengan menggunakan analisis ITS,
peneliti ini membandingkan tren kasus dan kematian sebelum dan sesudah kebijakan
diberlakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa Peraturan Bupati tersebut berpengaruh
signifikan dalam menurunkan angka kematian (Case Fatality Rate atau CFR) tetapi

gagal mengurangi angka penularan COVID-19 (Prasiska & Yoon, 2021).
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Kebijakan yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu kebijakan bantuan sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menganalisis data sebelum dan sesudah
pelaksanaan program bantuan sosial, ITS dapat mengidentifikasi perubahan tren dan
tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh intervensi tersebut. Skema penelitian ini
menggunakan data time series tahunan dari periode tahun 2001 sebagai tahun
stabilitas ekonomi pasca pemulihan pascakrisis hingga tahun 2024, dengan
menetapkan tahun 2011 sebagai titik intervensi yang menandai awal implementasi
lebih terstruktur dan intensif dari program bantuan sosial PKH berdasarkan Undang-
Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Keputusan
Gubernur No. 82 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis
Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Tahun 2011, dibuktikan juga
oleh pernyataan resmi Dinas Sosial bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di
Provinsi Lampung dimulai sejak tahun 2011 (Ppid.lampungprov.go.id, 2023).
Melalui pendekatan Interrupted Time Series (ITS), penelitian ini dirancang untuk
mendeteksi apakah bantu sosial PKH memicu penurunan langsung (level change)
maupun memengaruhi arah tren jangka panjang (slope change) kemiskinan secara
signifikan di Provinsi Lampung, baik sebelum maupun sesudah intervensi kebijakan
bantuan sosial PKH dengan mempertimbangkan dinamika waktu yang lebih luas
dengan memanfaatkan keseluruhan data time series. Penelitian akan mengontrol
beberapa variabel ekonomi makro yang relevan sebagai variabel kontrol, seperti
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita untuk menggambarkan
kapasitas ekonomi daerah, tingkat inflasi sebagai indikator stabilitas harga yang
memengaruhi daya beli masyarakat miskin. Pengendalian variabel-variabel ini
bertujuan untuk menghasilkan estimasi dampak program bantuan sosial PKH yang

lebih akurat dan robust, dengan meminimalkan bias akibat faktor ekonomi lainnya.

Dengan desain tersebut, studi ini diharapkan mampu menyajikan gambaran empiris
yang lebih komprehensif mengenai dampak bantuan sosial PKH dalam mengurangi
kemiskinan di Provinsi Lampung. Penerapan metode Interrupted Time Series (ITS)
memungkinkan peneliti untuk mengamati pola perubahan yang terjadi dari waktu ke
waktu, termasuk kecenderungan yang mungkin tidak dapat terdeteksi melalui analisis

cross-sectional yang bersifat sederhana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
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berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan
sosial dan ekonomi, serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam
merancang kebijakan bantuan sosial yang efektif dan adaptif terhadap perubahan
kondisi sosial-ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan
kontribusi secara akademik, tetapi juga memiliki kegunaan praktis dalam mendukung

upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan
penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai pengaruh bantuan sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi
Lampung dengan menggunakan pendekatan [Interrupted Time Series (ITS).
Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung sebelum intervensi
bantuan sosial PKH diterapkan?

2. Apakah intervensi bantuan sosial PKH berdampak terhadap penurunan
tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung ketika intervensi bantuan sosial
PKH diterapkan?

3. Bagaimana tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung setelah intervensi
bantuan sosial PKH diterapkan dengan mengontrol faktor-faktor variabel
ekonomi?

4. Bagaimana pengaruh variabel kontrol (PDRB per Kapita) terhadap tingkat
kemiskinan di Provinsi Lampung?

5. Bagaimana pengaruh variabel kontrol (Inflasi) terhadap tingkat kemiskinan di

Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan secara spesifik mengenai capaian yang ingin
diperoleh melalui pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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. Menganalisis tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung sebelum intervensi

bantuan sosial PKH diterapkan?

Menganalisis dampak bantuan sosial PKH terhadap penurunan tingkat
kemiskinan di Provinsi Lampung ketika intervensi bantuan sosial PKH
diterapkan.

Menganalisis tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2011-2024
setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan dengan mengontrol faktor-
faktor variabel ekonomi.

Menganalisis pengaruh variabel kontrol (PDRB per Kapita) terhadap tingkat
kemiskinan di Provinsi Lampung.

Menganalisis pengaruh variabel kontrol (Inflasi) terhadap tingkat kemiskinan

di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dampak bantuan sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di
Provinsi Lampung. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya pemahaman
ilmiah terkait mekanisme kerja dan dampak dari intervensi kebijakan sosial
terhadap kelompok masyarakat miskin.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang
ekonomi pembangunan dan kebijakan sosial, khususnya terkait analisis
dampak bantuan sosial PKH terhadap tingkat kemiskinan. Dengan
menggunakan pendekatan data kuantitatif berbasis model Interrupted Time
Series (ITS), penelitian ini memberikan perspektif baru dalam menganalisis

dampak kebijakan sosial secara longitudinal.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Kemiskinan dan Intervensi Bantuan Sosial

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya dipahami
sebagai kekurangan pendapatan, melainkan juga keterbatasan dalam akses
pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena
itu, berbagai teori tentang kemiskinan hadir untuk menyingkap akar persoalan dan
mekanisme yang membuat kemiskinan terus berulang di tengah masyarakat. Dalam
literatur ekonomi, pandangan mengenai kemiskinan berkembang dari teori klasik
hingga teori modern. Namun, dalam penelitian ini yang mengenai dampak bantuan
sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan dengan
mempertimbangkan variabel kontrol seperti PDRB dan inflasi, penulis memilih dua
teori utama yang dianggap paling relevan, yaitu Teori Keynesian, dan Teori Poverty

Trap.

2.1.1.1 Teori Keynesian

Teori Keynesian merupakan salah satu pendekatan ekonomi makro yang sangat
berpengaruh dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi, pengangguran,
dan kemiskinan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Maynard Keynes
dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936).
Analisis mengenai kemiskinan dalam penelitian ini didasarkan pada perspektif
Keynesian yang menekankan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian
melalui kebijakan fiskal dan permintaan agregat sebagai upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
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1. Pendekatan Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan

Pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatasi permasalahan ekonomi,
termasuk kemiskinan, melalui instrumen kebijakan fiskal, dalam perspektif John
Maynard Keynes. Pemerintah dapat mengatasi permasalahan kemiskinan melalui
kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah,
termasuk dalam bentuk program bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan disposabel masyarakat, khususnya kelompok
berpendapatan rendah, sehingga dapat memperbaiki daya beli dan akses terhadap
kebutuhan dasar. Kebijakan fiskal yang dimaksud meliputi pengeluaran
pemerintah, subsidi, dan bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai akibat dari
keterbatasan individu, tetapi juga sebagai hasil dari kurang optimalnya intervensi
pemerintah dalam distribusi pendapatan dan penyediaan jaring pengaman sosial.
Bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan salah satu
bentuk kebijakan fiskal yang dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat
miski dan bentuk nyata dari fungsi redistribusi pemerintah yang bertujuan
mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga

menurunkan tingkat kemiskinan.

Kebijakan fiskal memiliki fungsi stabilisasi, yaitu menjaga perekonomian dari
fluktuasi siklus bisnis. Dalam kondisi ekonomi yang lesu, peningkatan belanja
pemerintah, termasuk melalui bantuan sosial, dapat mendorong permintaan agregat
dan mengurangi dampak negatif seperti pengangguran dan kemiskinan. Hal ini
sejalan dengan konsep multiplier effect dalam teori Keynesian, di mana peningkatan
pendapatan masyarakat akan meningkatkan konsumsi, peningkatan konsumsi ini
akan merangsang produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga menghasilkan
peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar melalui mekanisme multiplier
effect yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi beserta penurunan

tingkat kemiskinan (Mankiw, 2021).

Kebijakan fiskal juga berperan dalam fungsi alokasi, yaitu memastikan penyediaan
barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme

pasar. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
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merupakan salah satu faktor struktural penyebab kemiskinan. Oleh karena itu,
intervensi pemerintah melalui belanja publik menjadi penting untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan jangka panjang.
Sejumlah penelitian empiris mendukung pandangan di atas dengan menunjukkan
bahwa belanja sosial pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penurunan
kemiskinan (Langoday, 2024; Suryahadi et al.,, 2021). Dengan demikian,
pembelanjaan pemerintah yang di dalamnya terdapat bantuan sosial juga
memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian secara

keseluruhan (Sumiyarti, 2022).

2. Pendekatan Permintaan Agregat terhadap Kemiskinan

Teori Keynesian juga menjelaskan kemiskinan melalui mekanisme permintaan
agregat. Permintaan agregat merupakan total permintaan terhadap barang dan jasa
dalam suatu perekonomian yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran
pemerintah, dan ekspor neto. Dalam kondisi di mana permintaan agregat rendah,
aktivitas ekonomi akan menurun, sehingga berdampak pada meningkatnya
pengangguran dan kemiskinan. Dalam kerangka ini, kemiskinan dapat terjadi
karena rendahnya kemampuan konsumsi masyarakat, khususnya kelompok
berpendapatan rendah. Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap
barang dan jasa ikut menurun, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan
ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan permintaan agregat menjadi kunci dalam
mengurangi kemiskinan. Pemerintah dipandang memiliki fungsi intervensi aktif,
khususnya melalui pengeluaran fiskal yang ditujukan untuk mendorong konsumsi
masyarakat dan mengurangi pengangguran. Salah satu bentuk konkret dari
kebijakan ini adalah pemberian bantuan sosial kepada rumah tangga miskin. Ketika
konsumsi meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga naik, yang pada
gilirannya mendorong produsen meningkatkan output dan membuka lebih banyak
lapangan kerja. Bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli kelompok
berpendapatan rendah, sehingga mereka mampu meningkatkan konsumsi
kebutuhan pokok, yang sejalan dengan penelitian oleh Murwiati, (2023) yang
menunjukan bahwa bantuan sosial berperan dalam menjaga daya beli masyarakat

dan mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin
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cenderung memiliki kecenderungan mengkonsumsi (marginal propensity to
consume) yang tinggi, sebagaimana yang dikatakan Keynes bahwa belanja
pemerintah yang diarahkan pada kelompok miskin akan lebih efektif dalam
menstimulasi perekonomian karena kelompok ini memiliki marginal propensity to
consume (MPC) yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kaya. seperti tercantum
pada penelitian oleh Danil, (2018) bahwa kecenderungan konsumsi untuk pangan
lebih besar pada masyarakat miskin dibandingkan dengan masyarakat kaya.
Artinya, hampir seluruh bantuan yang diterima akan dibelanjakan untuk konsumsi,
sehingga efek penggandanya lebih besar yang pada akhirnya mendorong perputaran
ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya berdampak
langsung pada penerima, tetapi juga memberikan efek tidak langsung terhadap

perekonomian secara keseluruhan (Mankiw, 2019).

Kerangka Keynesian didukung dalam penelitian empiris yang terbukti relevan
untuk menjelaskan peran bantuan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia. Seperti
Program Keluarga Harapan (PKH) telah terbukti meningkatkan daya beli rumah
tangga miskin (Salsabila et al., 2024) dan kemudian, berdampak pada penurunan
angka kemiskinan secara agregat, yang berarti PKH memiliki hubungan negatif
terhadap tingkat kemiskinan (Waluyo & Khoirunurrofik, 2021). Dengan demikian,
teori Keynesian memberikan dasar yang kuat untuk menjelaskan bagaimana
bantuan sosial dapat menekan angka kemiskinan melalui peningkatan permintaan

agregat dengan meningkatkan konsumsi.

2.1.1.2 Teori Poverty Trap

Teori poverty trap atau jebakan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse
(1953) dalam bukunya yang berjudul Problems of Capital Formation in
Underdeveloped Countries dan Richard R. Nelson (1956) dalam artikelnya A
Theory of the Low-Level Equilibrium Trap menjelaskan bahwa kemiskinan tidak
hanya disebabkan oleh kekurangan pendapatan semata, tetapi merupakan hasil dari
suatu siklus yang saling memperkuat dan sulit diputus tanpa adanya intervensi
eksternal. Dalam kondisi ini, rumah tangga atau masyarakat miskin terperangkap

dalam lingkaran kemiskinan akibat keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber
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daya manusia, dan akses yang terbatas terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan,
kesehatan, serta modal usaha. (Chen, 2025) menjelaskan bahwa poverty trap terjadi
ketika pendapatan rendah menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi,
sehingga produktivitas tetap rendah dan pendapatan tidak meningkat. Siklus ini
membentuk keseimbangan rendah (low-level equilibrium) yang sulit diubah tanpa

dorongan dari luar seperti bantuan sosial, kebijakan fiskal, atau pembangunan.

Nurkse berpendapat bahwa rendahnya pendapatan di negara berkembang
menyebabkan rendahnya tabungan, tabungan yang kecil menghambat investasi,
investasi yang terbatas mengakibatkan produktivitas tetap rendah, dan akhirnya
memperkuat kondisi kemiskinan yang sudah ada. Nelson (1956) memperluas
konsep ini dengan menjelaskan bahwa tanpa adanya investasi modal yang cukup
besar, ekonomi suatu wilayah akan terus terjebak dalam kondisi stagnan dengan
tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah. Mekanisme ini kemudian
menghasilkan efek antar-generasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin
memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan
yang layak, sehingga siklus kemiskinan berulang di generasi berikutnya. Berikut

gambar lingkaran kemiskinan teori proverty trap:

[nveslasi@ Kurang lnvcstusig Kurang

Rendah Modal Rendah Modal
Permintaan Produktivitas Tabungan Produktivitas
Rendah Rendah Rendah Rendah
% Pendapatan % %Pendupamnw
Rendah Rendah

Sumber: Jhingan (2014, dalam Rahman & Alamsyah, 2019)

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Sisi Permintaan (Kiri) dan Penawaran
(Kanan).

Gambar pada sisi kiri menjelaskan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena

lemahnya permintaan agregat dalam suatu perekonomian. Ketika pendapatan
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masyarakat rendah, daya beli mereka menjadi terbatas, sehingga permintaan
terhadap barang dan jasa pun menurun. Kondisi ini mengurangi insentif bagi pelaku
usaha untuk memperluas produksi karena pasar tidak cukup kuat menyerap hasil
produksinya. Akibatnya, tingkat investasi menurun dan pembentukan modal
menjadi terbatas, baik dalam bentuk modal fisik seperti peralatan dan infrastruktur,
maupun modal manusia seperti pendidikan dan keterampilan. Rendahnya investasi
ini kemudian menekan produktivitas tenaga kerja, sehingga output dan pendapatan
masyarakat tetap rendah. Siklus tersebut berulang dan membentuk jebakan
kemiskinan dari sisi permintaan. Pandangan ini sejalan dengan teori Keynesian
yang menekankan bahwa lemahnya daya beli masyarakat menyebabkan kurangnya
permintaan agregat, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan
memperparah kemiskinan (Keynes, 1936). Sementara itu, gambar pada sisi kanan
menunjukkan bahwa jebakan kemiskinan juga dapat terjadi dari sisi penawaran atau
kapasitas produksi. Pendapatan yang rendah menyebabkan tingkat tabungan
masyarakat miskin sangat terbatas, sehingga mereka tidak memiliki cukup modal
untuk melakukan investasi baik investasi dalam kegiatan usaha, peningkatan
keterampilan, pendidikan, maupun kesehatan. Rendahnya investasi tersebut
menghambat proses peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penggunaan
teknologi. Akibatnya, hasil produksi tetap kecil, pendapatan tidak meningkat, dan

kondisi kemiskinan terus berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya.

Teori poverty trap juga dalam konteks pembangunan ekonomi modern, menyoroti
pentingnya modal manusia sebagai faktor kunci untuk keluar dari kemiskinan.
Rendahnya pendidikan, gizi, dan akses kesehatan menurunkan produktivitas tenaga
kerja dan membatasi kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak. Studi oleh Iswanto (2008, dalam Ulinuha et al., 2024) menegaskan bahwa
peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja merupakan salah satu strategi
paling efektif dalam memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia. Hal ini sejalan
dengan temuan Haidir & Setyari, (2024) yang menyatakan bahwa akses terhadap
pendidikan dasar memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas ekonomi
dan mengurangi risiko poverty trap di tingkat provinsi. Selain itu, penelitian

Fatmawati & Preatin, (2022) di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa faktor-
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faktor seperti sanitasi, kondisi permukiman, dan pendidikan memiliki pengaruh
signifikan terhadap kemiskinan ekstrem, memperkuat asumsi bahwa poverty trap

tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga multidimensional.

Teori poverty trap menjadi relevan dalam kerangka penelitian ini, karena
menjelaskan bagaimana bantuan sosial (social assistance) berperan sebagai
intervensi eksternal yang dapat memutus siklus kemiskinan. Bantuan sosial
meningkatkan pendapatan sementara rumah tangga miskin, memperkuat konsumsi
dasar, dan membuka peluang investasi kecil seperti usaha mikro atau peningkatan
gizi dan pendidikan anak, bukti empiris menunjukkan bahwa program bantuan
sosial di banyak negara berkembang mampu memutus poverty trap dengan
mendorong investasi rumah tangga pada pendidikan dan kesehatan anak, yang pada
gilirannya berdampak positif dalam jangka panjang terhadap penurunan
kemiskinan (Millan et al., 2019; Syahwanes et al., 2025). Namun, efektivitasnya
juga dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) per kapita dan inflasi. PDRB per kapita menggambarkan kapasitas
ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
kesejahteraan, sementara inflasi memengaruhi daya beli rumah tangga miskin dan
dapat memperlemah efek bantuan sosial terhadap pengurangan kemiskinan.
Dengan demikian, teori poverty trap tidak hanya menjelaskan akar penyebab
kemiskinan, tetapi juga memberikan dasar konseptual untuk memahami pentingnya
kebijakan sosial dan stabilitas ekonomi makro dalam memutus rantai kemiskinan

secara berkelanjutan.

2.1.2 Kemiskinan

2.1.2.1 Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang kompleks, melampaui
sekadar ketiadaan pendapatan atau konsumsi. Kemiskinan pada umumnya diukur
menggunakan acuan garis kemiskinan (kemiskinan moneter), yang ditentukan
berdasarkan besaran pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi tertentu (Ratih et al., 2023). Secara tradisional, kemiskinan didefinisikan

sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan
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dasar minimum seperti pangan, sandang, dan papan (World Bank, 2020Db).
Pendekatan ini dikenal sebagai kemiskinan absolut, yaitu kondisi ketika seseorang
hidup di bawah garis kemiskinan moneter yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan
pokok. Namun, pemahaman tentang kemiskinan terus berkembang. Kemiskinan
relatif muncul ketika seseorang meskipun memiliki pendapatan di atas garis
kemiskinan absolut, tetap dianggap miskin karena tidak mampu berpartisipasi

dalam standar hidup umum di masyarakatnya (Todaro & Smith, 2015)

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai
ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan
maupun non-makanan, yang dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita, dan
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendekatannya menggunakan kemiskinan
multidimensi, yang tidak hanya mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan,
tetapi juga mempertimbangkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Badan
Pusat Statistik, 2022). Sementara itu, UNDP (2023) menekankan kemiskinan
sebagai keterbatasan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Definisi ini memperluas cakupan dari sekadar pendapatan menuju kemiskinan
multidimensi, di mana faktor sosial, psikologis, dan partisipasi publik turut
dipertimbangkan. Di Indonesia, pengukuran kemiskinan dilakukan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach), yang mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang
mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan minimum (Badan Pusat Statistik,
2023d). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2024 garis
kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Dengan rata-
rata anggota rumah tangga miskin sebesar 4,71 orang, maka garis kemiskinan
rumah tangga secara nasional mencapai sekitar Rp2.803.590 per bulan. Di Provinsi
Lampung, garis kemiskinan rumah tangga tercatat sebesar Rp2.821.375 per bulan
atau Rp599.018 per kapita perbulan, yang mencerminkan batas minimum
pengeluaran yang harus dipenuhi agar suatu rumah tangga tidak tergolong miskin

(Badan Pusat Statistik, 2025b).
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BPS menggunakan tiga indikator utama untuk menggambarkan kondisi kemiskinan
secara lebih komprehensif, yaitu persentase penduduk miskin (P0), indeks
kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Persentase
penduduk miskin (PO) atau headcount index menunjukkan proporsi penduduk yang
berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Indikator ini
menggambarkan luasnya masalah kemiskinan dan menjadi ukuran utama dalam
evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. PO sangat relevan dalam
analisis kebijakan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH),
karena secara langsung mencerminkan jumlah penduduk yang menjadi sasaran
program (Badan Pusat Statistik, 2025a). Penelitian ini, indikator kemiskinan yang
digunakan sebagai variabel utama adalah P0O. Pemilihan indikator ini didasarkan
pada kesesuaiannya dengan tujuan Program Keluarga Harapan yang berfokus pada
pengurangan jumlah penduduk miskin secara agregat, serta ketersediaan data deret
waktu yang konsisten untuk mendukung analisis Interrupted Time Series

(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

2.1.2.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan
multidimensional, sehingga para ahli membedakan bentuk-bentuk kemiskinan
berdasarkan penyebab dan karakteristiknya. Pembagian ini bertujuan untuk
memahami kemiskinan secara lebih mendalam serta menemukan pendekatan
kebijakan yang tepat dalam menanggulanginya. Secara umum, jenis-jenis
kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif,

kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural sebagai berikut :

1. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut menggambarkan kondisi ketika individu atau rumah tangga
memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan
oleh negara atau lembaga statistik resmi. Dalam kondisi ini, pendapatan yang
diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat
esensial, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar.

Dengan kata lain, kemiskinan absolut mencerminkan situasi keterbatasan
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ekonomi paling mendasar, di mana individu benar-benar tidak mampu

memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk bertahan secara layak.

. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif terjadi ketika pembangunan ekonomi atau kebijakan
distribusi kesejahteraan tidak berjalan secara merata di seluruh wilayah atau
kelompok masyarakat. Akibatnya, muncul ketimpangan distribusi pendapatan,
sehingga ada sekelompok masyarakat yang meskipun tidak berada di bawah
garis kemiskinan absolut, tetap dikategorikan miskin karena tidak mampu
mencapai standar hidup yang umum berlaku di masyarakat sekitarnya. Dalam
konteks ini, kemiskinan relatif lebih menekankan pada adanya disparitas atau

kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok atau antarwilayah.

. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural berakar pada nilai, norma, dan kebiasaan yang sudah
mengakar dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian membentuk pola pikir
serta perilaku yang tidak produktif. Faktor budaya ini, misalnya, terlihat dalam
rendahnya aspirasi pendidikan, keengganan mengadopsi teknologi baru, atau
kecenderungan untuk bergantung pada pola kerja tradisional yang tidak
mendukung peningkatan produktivitas. Dengan demikian, kemiskinan kultural
seringkali bersifat turun-temurun karena diwariskan melalui pola hidup dan

nilai-nilai yang dianut suatu komunitas.

. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural muncul akibat adanya ketidakadilan dalam struktur
sosial, ekonomi, maupun politik yang melekat pada suatu kelompok
masyarakat. Dalam kondisi ini, meskipun sumber daya tersedia, masyarakat
miskin tetap tidak mampu mengakses atau memanfaatkannya secara optimal
karena adanya hambatan struktural seperti keterbatasan akses terhadap
pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, serta kepemilikan aset
produktif. Dengan kata lain, kemiskinan struktural bukan sekadar akibat
keterbatasan individu, melainkan hasil dari sistem sosial-ekonomi yang

menciptakan eksklusi dan ketidaksetaraan.(Khomsan et al., 2015).
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2.1.2.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi
oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling terkait,
baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun struktural. Menurut World Bank, (2020),
penyebab kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu faktor internal
rumah tangga seperti tingkat pendidikan dan keterampilan serta faktor eksternal
yang bersumber dari sistem ekonomi dan kebijakan publik. Di Indonesia, Badan
Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2022) mengidentifikasi kemiskinan tidak
hanya berasal dari rendahnya pendapatan, tetapi juga akibat akses terbatas terhadap
layanan dasar, perbedaan kesempatan kerja, hingga ketimpangan pembangunan

antarwilayah.

Secara ekonomi, kemiskinan dipicu oleh rendahnya pendapatan, tingginya tingkat
pengangguran, serta tekanan inflasi. Inflasi yang tinggi, khususnya pada kebutuhan
pokok, akan menurunkan daya beli masyarakat miskin sehingga memperburuk
kerentanan mereka (Hadna & Askar, 2022). Demikian pula, keterbatasan
kesempatan kerja menyebabkan sebagian besar penduduk tetap berada dalam
lingkaran kemiskinan. Dalam perspektif Teori Keynesian, rendahnya pendapatan
rumah tangga miskin mencerminkan lemahnya permintaan agregat, yang kemudian
menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena
itu, bantuan sosial berfungsi sebagai stimulus fiskal yang meningkatkan konsumsi,
sehingga dapat meredam dampak inflasi dan mendorong aktivitas ekonomi yang

lebih inklusif (Halimah et al., 2024)

Menurut sisi sosial, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses kesehatan,
serta faktor demografi seperti tingginya jumlah tanggungan rumah tangga,
berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan. Rumah tangga dengan pendidikan
rendah cenderung memiliki keterampilan terbatas, sehingga sulit bersaing di pasar
kerja formal. Selain itu, akses kesehatan yang terbatas menghambat produktivitas
dan memperbesar beban pengeluaran (UNDP, 2023). Kondisi ini dapat dijelaskan
melalui Teori Kapabilitas (Amartya Sen), yang menekankan bahwa kemiskinan

bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi keterbatasan kemampuan (capabilities)
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untuk mencapai kehidupan yang layak. Bantuan sosial, baik dalam bentuk transfer
tunai maupun program bersyarat seperti PKH, dapat memperluas kapabilitas
masyarakat miskin dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan,
sehingga memperkuat potensi keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang (Sri

Wahyuni & Prima Putra, 2025).

Kemiskinan juga bersumber dari persoalan struktural selain faktor ekonomi dan
sosial, seperti ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, ketimpangan wilayah,
dan distribusi sumber daya yang tidak adil. Masyarakat miskin seringkali tidak
memiliki akses memadai terhadap sumber daya produktif seperti lahan, modal, atau
jaringan distribusi pasar. Kondisi ini menimbulkan perangkap kemiskinan yang
sulit diputus. Dalam kerangka Teori Poverty Trap, kondisi struktural tersebut
menciptakan lingkaran setan kemiskinan: rendahnya pendapatan mengakibatkan
rendahnya tabungan, yang kemudian menghambat investasi, menurunkan
produktivitas, dan kembali menghasilkan pendapatan rendah (Nurkse, 1953;
Nelson, 1956). Bantuan sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai intervensi
eksternal yang dapat menjadi modal awal untuk memutus lingkaran kemiskinan.
Misalnya, subsidi pangan atau bantuan tunai dapat memberi ruang bagi rumah
tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus berinvestasi pada
pendidikan atau usaha kecil, yang dalam jangka panjang membantu meningkatkan

produktivitas dan kesejahteraan (Syahwanes ef al., 2025).

Dengan demikian, faktor penyebab kemiskinan saling terkait dan berlapis,
melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan struktural. Bantuan sosial menjadi instrumen
penting karena dapat menjawab ketiga dimensi tersebut sekaligus: secara ekonomi
meningkatkan daya beli (Keynesian), secara sosial memperluas kapabilitas
(Amartya Sen), dan secara struktural memutus lingkaran kemiskinan (Poverty
Trap). Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia dan khususnya Provinsi Lampung
yang masih menghadapi tingkat kemiskinan cukup tinggi, analisis mengenai

dampak bantuan sosial menjadi sangat relevan dan signifikan.
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2.1.3 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
2.1.3.1 Definisi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang digunakan
untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, bantuan sosial adalah
pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu,
keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bersifat tidak terus-menerus dan
selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
(BPK RI, 2016). Program bantuan sosial di Indonesia meliputi berbagai skema,
seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT),
dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian oleh Salsabila et al., (2024)
menunjukkan bahwa program-program ini telah membantu meningkatkan daya beli
masyarakat miskin dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik. Dan dari
berbagai program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, Program
Keluarga Harapan (PKH) merupakan program sosial yang paling efektif
meningkatkan kesejahteraan sehingga menurunkan kemiskinan. Dan bansos tidak
hanya membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi
juga memiliki fungsi strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan

mengurangi ketimpangan pendapatan (Huda et al., 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial utama
bersyarat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan sasaran utama
rumah tangga miskin dan rentan. PKH dirancang sebagai bentuk intervensi
kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui
pemberian bantuan tunai yang dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban di bidang
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan karakteristik tersebut,
PKH termasuk dalam kategori conditional cash transfer yang menekankan
perubahan perilaku penerima manfaat. Tujuan utama PKH adalah mengurangi
beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus mendorong investasi sumber
daya manusia sejak dini. Dalam jangka pendek, PKH diharapkan mampu
meningkatkan daya beli dan menjaga konsumsi minimum rumah tangga miskin.

Sementara itu, dalam jangka panjang, PKH diarahkan untuk memutus rantai
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kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi
anak-anak dari keluarga miskin (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).
Sasaran bantuan sosial PKH secara eksplisit ditujukan terutama kepada rumah tangga
yang masuk dalam kategori miskin menurut data resmi, yaitu mereka yang berada di
bawah garis kemiskinan yang diukur oleh BPS melalui indikator Headcount Index
(PO), yaitu persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis
kemiskinan nasional (Badan Pusat Statistik, 2025a).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH
memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan. Penelitian oleh
Sinaga et al., (2022) menunjukan bahwa program perlindungan sosial terutama
PKH efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di Sumatra Utara.
Hasil Studi oleh Astuti, (2025) menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan
(PKH) cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sendana, Kota
Palopo. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima bantuan
serta mekanisme penyaluran yang baik, sehingga pengelolaan program menjadi

aspek yang sangat penting.

Menurut perspektif teori ekonomi, bantuan sosial dapat dijelaskan melalui beberapa
pendekatan. Pertama, teori Keynesian menekankan bahwa bansos berfungsi sebagai
stimulus konsumsi, yang kemudian meningkatkan permintaan agregat dan
mendorong pertumbuhan ekonomi, yang sejalan dalam penelitian Halimah et al.,
(2024). Kedua, teori kapabilitas (Amartya Sen) menegaskan bahwa bansos tidak
hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas kapabilitas dasar
masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial,
yang sejalan dalam pembahasan penelitian oleh Djulius ef al., (2022) . Ketiga, teori
poverty trap menjelaskan bahwa bansos dapat berperan sebagai pemutus lingkaran
setan kemiskinan dengan menyediakan modal awal untuk konsumsi, pendidikan,
atau usaha produktif, sehingga memberi peluang keluar dari jerat kemiskinan

antargenerasi sejalan dengan penelitian oleh Yanti & Adi, (2021).

Dengan demikian, bantuan sosial memiliki peran yang signifikan tidak hanya dalam

jangka pendek sebagai penyangga daya beli, tetapi juga dalam jangka panjang
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sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup dan pemutus lingkaran kemiskinan.
Namun, efektivitas bansos tetap bergantung pada ketepatan sasaran, ketepatan
waktu, dan tata kelola yang baik dalam implementasinya (Astuti, 2025). Begitu juga
dalam penelitian oleh Salsabila et al., (2024) yang telah dibahas sebelumnya
menunjukkan bahwa program-program bantuan sosial telah membantu
meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan memberikan perlindungan sosial
yang lebih baik. Namun, efektivitas program bantuan sosial sering kali terhambat
oleh masalah ketepatan sasaran, transparansi, dan ketergantungan penerima.
Evaluasi terhadap program bantuan sosial menunjukkan bahwa meskipun ada
peningkatan kesejahteraan jangka pendek, terdapat risiko ketergantungan yang
dapat menghambat kemandirian ekonomi penerima bantuan. Menurut penelitian
oleh Halawa, (2023), penting untuk mengintegrasikan program bantuan sosial
dengan program pemberdayaan ekonomi agar penerima bantuan dapat

meningkatkan kapasitas diri dan keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

Implementasi program bantuan sosial khususnya PKH di Provinsi Lampung,
menghadapi tantangan tersendiri. Studi oleh Efendi & Utami, (2025) menunjukkan
bahwa distribusi bantuan sosial salah satunya PKH di daerah terpencil sering kali
mengalami keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran, yang disebabkan oleh
persoalan administrasi dan distribusi, kurangnya data yang akurat dan infrastruktur
yang memadai. Hal ini menekankan pentingnya sistem pendataan yang terintegrasi
dan penggunaan teknologi informasi dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk
meningkatkan efektivitas bantuan sosial, diperlukan pendekatan yang adaptif dan
berbasis data. Penggunaan model analisis seperti Interrupted Time Series dapat
membantu dalam mengevaluasi dan mengalisis dampak program maupun secara
umum dari bantuan sosial secara longitudinal dan mengidentifikasi perubahan
signifikan dalam tren kemiskinan sebelum dan sesudah implementasi program.
Dengan demikian, kebijakan bantuan sosial dapat disesuaikan dengan konsepnya

secara dinamis untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.
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2.1.3.2 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Secara konseptual, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari
sistem perlindungan sosial nasional yang bertujuan tidak hanya memberikan
bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan perilaku rumah
tangga miskin agar lebih berorientasi pada investasi sumber daya manusia. PKH
dirancang sebagai instrumen kebijakan yang mengombinasikan bantuan tunai
dengan persyaratan kepesertaan, sehingga bantuan yang diberikan diharapkan dapat
meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan

secara berkelanjutan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

PKH memiliki tujuan utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memutus
rantai kemiskinan antargenerasi dalam kerangka kebijakan publik. Tujuan tersebut
dicapai melalui peningkatan konsumsi dasar rumah tangga miskin serta
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anggota keluarga penerima
manfaat. Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman
sosial (social safety net), tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang
berorientasi jangka panjang (Hadna & Askar, 2022). Tujuan Program Keluarga
Harapan (PKH) diuraikan dalam panduan pelaksanaan PKH sebagai berikut:

A. Tujuan PKH
1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga
miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses
layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
Pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) didukung oleh pengaturan
kelembagaan dan dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaan program memiliki

kepastian regulasi dan arah kebijakan yang terstruktur.
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B. Dasar Hukum dan Kelembagaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan PKH memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari kebijakan
nasional penanggulangan kemiskinan yang di mulai sejak tahun 2007 sebagai
pemulaan di tujuh provinsi, dan kemudian diperluas secara bertahap yang bermula
dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar warga negara secara berkeadilan (Kementerian Sosial Republik
Indonesia, 2019; Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Penguatan arah
kebijakan PKH tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin, yang menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus
dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memprioritaskan
kelompok fakir miskin sebagai sasaran utama kebijakan publik (Undang-Undang
Republik Indonesia, 2009, 2011), di tahun 2011 tersebut dimulainya pemberlakuan
Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan
Gubernur No. 82 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis
Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Tahun 2011
(Jdih.lampungprov, 2011; Undang-Undang Republik Indonesia, 2011). Kemudian,
implementasi dan tata kelola PKH kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang memperkuat mekanisme penargetan, penyaluran,
dan kewajiban penerima manfaat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan
kemiskinan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019; Peratura Menteri Sosial

Republik Indonesia, 2018).

Secara kelembagaan, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan
kerja sama antara berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Pada
tingkat nasional, kelembagaan PKH terdiri dari tim koordinasi nasional, tim
koordinasi teknis, serta unit pelaksana PKH pusat. Sementara itu, pada tingkat daerah
terdapat tim koordinasi teknis PKH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, unit
pelaksana PKH provinsi dan kabupaten/kota, hingga pelaksana di tingkat kecamatan
yang dijalankan oleh pendamping PKH. Keberadaan pendamping memiliki peran

strategis dalam memastikan penerima manfaat memenuhi persyaratan program serta
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mendorong terjadinya perubahan perilaku sosial dan ekonomi pada keluarga miskin.

(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

C. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Sasaran utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin dan
rentan miskin yang telah terdaftar dalam basis data nasional, yaitu Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima manfaat dipilih berdasarkan kriteria
tertentu, seperti keberadaan anak usia sekolah, ibu hamil, balita, lansia, atau
penyandang disabilitas yang dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH). Penetapan sasaran ini mencerminkan fokus PKH pada
kelompok yang memiliki risiko kemiskinan struktural dan kerentanan sosial
ekonomi (Nugroho ef al., 2024). Penerima manfaat Program Keluarga Harapan
(PKH) ditetapkan berdasarkan komponen kepesertaan yang mencerminkan
kelompok rumah tangga miskin dengan tingkat kerentanan sosial tertentu. Kriteria
penerima PKH meliputi tiga komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021), dengan

rincian sebagai berikut.

1. Komponen Kesehatan
a) Ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui yang berada dalam satu keluarga
penerima manfaat.

b) Anak usia dini berusia 0-6 tahun yang belum mengikuti pendidikan formal.

2. Komponen Pendidikan
a) Anak usia sekolah berusia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan program
wajib belajar.
b) Anak yang menempuh pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat,
SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial
a) Lanjut usia yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan tinggal

dalam satu keluarga.



34

b) Penyandang disabilitas berat yang memiliki keterbatasan dalam
menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan bergantung pada orang

lain.

D. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan

kriteria kepesertaan PKH, pelaksanaan program selanjutnya mengatur hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap KPM sebagai bentuk tanggung jawab

dalam menerima bantuan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

Berikut hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH:

1.

Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH

a) Menerima bantuan sosial PKH sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Mendapatkan pendampingan sosial dari pendamping PKH.

¢) Memperoleh akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

d) Mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan,
pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan

kebutuhan dasar lainnya.

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

a) Memenuhi kewajiban pada komponen kesehatan, termasuk pemeriksaan
kesehatan rutin bagi ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan anak usia dini.

b) Memenuhi kewajiban pada komponen pendidikan, yaitu mengikuti program
wajib belajar dua belas tahun dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen
dari hari belajar efektif.

c) Mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan/atau
penyandang disabilitas berat minimal satu kali dalam satu tahun.

d) Menghadiri pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan
Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan setiap bulan.

e) Memenuhi seluruh kewajiban program, kecuali dalam kondisi force

majeure.
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f) Menerima sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan

ketentuan verifikasi komitmen PKH.

E. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui serangkaian
tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan. Berdasarkan pedoman
pelaksanaan PKH tahun 2021 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021), alur
mekanisme program ini terdiri atas delapan tahap utama yang dirancang untuk
memastikan ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran bantuan, serta keberlanjutan
dampak program dalam mengurangi kemiskinan. Berikut mekanisme pelaksanaan

PKH:
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Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2021)

Gambar 2.2 Mekanisme Pelaksnaan PKH.

1. Perencanaan

Pemerintah menetapkan wilayah prioritas beserta jumlah calon Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) yang akan menerima program. Penetapan sasaran tersebut
mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat
Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial di bawah Kementerian Sosial. Basis data
ini digunakan sebagai rujukan utama untuk memastikan bantuan sosial disalurkan
secara tepat sasaran. Namun demikian, pada situasi tertentu seperti penanganan

korban bencana alam, bencana sosial, maupun masyarakat Komunitas Adat
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Terpencil (KAT), digunakan mekanisme pengecualian agar kelompok rentan

tersebut tetap memperoleh perlindungan sosial yang sesuai.

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial mengadakan Pertemuan Awal (PA) melakukan sosialisasi
program kepada calon peserta, yang mencakup penjelasan mengenai tujuan PKH,
kriteria kepesertaan, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu,
pendamping melakukan validasi data dengan mencocokkan informasi DTKS
dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk bukti fisik dan keberadaan komponen
PKH dalam keluarga. Validasi dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH, dan
apabila calon peserta tidak hadir dalam pertemuan awal, pendamping wajib

melakukan kunjungan rumah untuk memastikan kelayakan kepesertaan.

3. Penetapan KPM PKH

Data hasil validasi lapangan sesuai kriteria selanjutnya diproses secara administratif
oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial. Penetapan KPM
dilakukan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga sebagai dasar
legal kepesertaan. Pada tahap ini, hanya calon peserta yang memiliki rekening bank

aktif yang dapat ditetapkan secara resmi sebagai KPM PKH.

4. Penyaluran Bantuan Sosial

a) Bentuk Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) menyalurkan bantuan sosial berupa uang
kepada individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat miskin yang telah
ditetapkan secara resmi sebagai penerima manfaat. Penetapan tersebut
dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang

menjadi dasar legal bagi kepesertaan dalam program PKH.

b) Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial
Bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara bertahap selama satu tahun anggaran

berjalan. Proses penyaluran tersebut mengikuti pola dan jadwal yang telah
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ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial guna

menjamin keberlanjutan bantuan dan optimalisasi pelaksanaan program.

¢) Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial
Bantuan sosial PKH disalurkan menggunakan sistem non-tunai dengan
memanfaatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun buku tabungan
penerima. Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH meliputi beberapa
tahapan sebagai berikut.
1) Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial
2) Sosialisasi dan Edukasi
3) Distribusi KKS kepada KPM
4) Proses Penyaluran Bantuan Sosial kepada KPM
5) Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH
6) Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH

7) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Sosial

d) Pemanfaatan Bantuan Sosial
Bantuan sosial yang diterima oleh peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk
mendukung kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
sosial, serta sebagai modal usaha dan kebutuhan lain yang relevan. Pemanfaatan
bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan utama PKH,

yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemandirian keluarga penerima manfaat.

5. Pemutakhiran Data

Mengingat kondisi sosial ekonomi keluarga bersifat dinamis, data kepesertaan PKH
harus diperbarui secara berkala. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping
melalui aplikasi e-PKH setiap kali terjadi perubahan, seperti status kehamilan,
jenjang pendidikan anak, perubahan domisili, maupun perubahan kondisi sosial
ekonomi keluarga. Pemutakhiran ini berfungsi sebagai dasar dalam proses
verifikasi, evaluasi, serta penghentian bantuan apabila keluarga tidak lagi

memenuhi kriteria.
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6. Verifikasi Komitmen

Sebagai program bantuan bersyarat, kelangsungan bantuan PKH bergantung pada
kepatuhan KPM dalam memenuhi kewajiban akses layanan dasar. Pendamping
melakukan verifikasi secara berkala terhadap kehadiran anak di sekolah, kunjungan
layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak, serta partisipasi lanjut usia atau
penyandang disabilitas dalam layanan kesejahteraan sosial. Hasil verifikasi
komitmen menjadi dasar dalam menentukan apakah bantuan tetap disalurkan,

ditangguhkan, atau dihentikan.

7. Pendampingan

Pendamping sosial berperan sebagai fasilitator, mediator, edukator, dan motivator
bagi keluarga penerima manfaat. Pendampingan dilakukan melalui pertemuan
kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang
memberikan materi terstruktur mengenai pengasuhan anak, kesehatan keluarga,
pengelolaan keuangan, serta perlindungan anak. Tahap ini bertujuan menciptakan

perubahan pola pikir dan perilaku KPM agar lebih mandiri dan produktif.

8. Transformasi Kepesertaan

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan masa kepesertaan bagi Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) selama kurang lebih enam tahun. Dalam kurun waktu
tersebut, program ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku yang
positif pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta
memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Pengakhiran kepesertaan dilakukan
melalui proses transformasi yang dikenal sebagai resertifikasi. Tahapan ini
melibatkan pendataan kembali serta penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi
KPM setelah menerima bantuan dalam jangka waktu tertentu. Resertifikasi
dilaksanakan pada tahun kelima sebagai tahap evaluasi sebelum masa kepesertaan
berakhir, dan hasilnya menjadi dasar penentuan apakah KPM akan melanjutkan ke

tahap transisi atau keluar dari program melalui mekanisme graduasi.

a) Transisi
Transisi adalah tahap yang diberikan kepada KPM PKH yang dinilai masih

memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Dalam periode ini, bantuan PKH
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masih diberikan hingga tiga tahun ke depan, dengan kewajiban untuk tetap
mematuhi ketentuan program serta mempersiapkan diri mengikuti program

penanggulangan kemiskinan lainnya.

b) Graduasi
Graduasi merupakan pengakhiran kepesertaan PKH bagi KPM yang tidak lagi
memenuhi kriteria program, yang meliputi: (1) keluarga yang masih tergolong
miskin namun tidak lagi memiliki komponen PKH; (2) keluarga yang sudah
tidak miskin tetapi masih memiliki komponen PKH; serta (3) keluarga yang
sudah tidak tergolong miskin dan tidak lagi memenuhi komponen persyaratan
PKH akan mengalami proses graduasi dari program. Ketentuan mengenai
mekanisme graduasi ini diatur secara khusus dalam pedoman teknis graduasi

Keluarga Penerima Manfaat PKH.

F. Indeks Bantuan Sosial PKH

Kategori penerima dan Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
umumnya mencakup keluarga memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas,
anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/sederajat), penyandang disabilitas berat, dan
lansia. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah dirubah menjadi Data
Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Berikut ini indeks bantuan sosial yang
diterima KPM PKH:
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Tabel 2.1 Indeks Bantuan Sosial yang diterima KPM PKH

) Indek/Tahun Indeks/3 Indeks/2 Indeks/bulan
No | Kategori

Rp. bulan Rp. | bulan Rp. | Rp.
1. | Ibu Hamil 3.000.000 750.000 | 500.000 | 250.000
5, |Anakusia0sd6 ) 5000 750.000 | 500.000 | 250.000
tahun
3, é‘]gak Sekolah 900.000 225.000 | 150.000 | 75.000
4, |Anak Sekolah 1.500.000 375.000 | 250.000 | 125.000
SLTP
Anak Sekolah
5 | SiTA 2.000.000 500.000 |333.333 | 166.666

6. | Disabilitas berat | 2.400.000 600.000 400.000 200.000

7. |LanutUsia60 1, 00000 | 600.000 | 400.000 | 200.000
tahun ke atas
Korban

8. | Pelanggaran 10.800.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 900.000
HAM Berat

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2025)

2.1.4 Metode Interrupted Time Series

Metode Interrupted Time Series (ITS) merupakan salah satu desain kuasi-
eksperimental yang digunakan untuk mengevaluasi efek dari suatu intervensi atau
kebijakan publik terhadap suatu fenomena sosial atau ekonomi berdasarkan data
deret waktu. Bruce A. Thyer menyatakan dalam bukunya “Quasi-Experimental
Research Designs” desain penelitian Interrupted Time Series (ITS) merupakan
pendekatan utama untuk evaluasi kesejahteraan sosial dan kebijakan pemerintah
dengan bentuk data tim series (Thyer, 2012). Dalam buku “Public Program
Evaluation: A Statistical Guide”, Langbein dan Felbinger menjelaskan bahwa
desain kuasi-eksperimental merupakan pendekatan evaluasi kebijakan yang
digunakan ketika eksperimen murni (randomized experiment) tidak memungkinkan
untuk diterapkan, terutama dalam konteks program publik dan kebijakan
pemerintah. Pada desain ini, peneliti tidak melakukan pengacakan (random
assignment) terhadap subjek penelitian, tetapi tetap berupaya mengidentifikasi
hubungan kausal antara intervensi kebijakan dan hasil yang diamati. Kuasi-

eksperimental bertujuan untuk menilai dampak suatu program dengan
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memanfaatkan variasi waktu, kelompok, atau kondisi sebelum dan sesudah
kebijakan diterapkan, serta menggunakan teknik statistik untuk mengendalikan
faktor-faktor luar yang berpotensi memengaruhi hasil. Menurut Langbein dan
Felbinger, pendekatan ini sangat relevan dalam evaluasi program publik karena
kebijakan sering kali diterapkan secara luas dan tidak memungkinkan pemilihan

kelompok perlakuan dan kontrol secara acak (Langbein & Felbinger, 2012).

Metode ITS ini menilai perubahan tren dan tingkat (level) variabel terikat sebelum
dan sesudah waktu intervensi yang ditentukan. Dengan demikian, ITS
memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan apakah suatu intervensi memiliki
dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku atau fenomena sosial tertentu
(Bernal et al., 2017). Keunggulan utama dari metode ITS adalah kemampuannya
dalam mengontrol tren historis dari suatu fenomena, sehingga dapat memisahkan
antara efek intervensi dan kecenderungan alami dari data tersebut. Hal ini sangat
penting dalam konteks kebijakan publik karena tidak semua perubahan yang terjadi
setelah intervensi dapat dikaitkan langsung dengan intervensi itu sendiri. ITS
memberikan estimasi yang lebih objektif mengenai dampak kebijakan melalui
pembandingan tren data sebelum dan sesudah intervensi (Linden, 2015). Secara
teknis, analisis ITS dapat dilakukan dengan pendekatan regresi linear yang
memasukkan variabel waktu, dummy intervensi, dan variabel waktu setelah
intervensi atau bisa dengan interaksi antara keduanya. Model ini umumnya

mengadopsi format regresi segmented linear dengan rumus:

Yi= o+ BiTime. + [B,Intervention, + [3Time Afte rintervention, +
£t (1

Di mana o menunjukkan tingkat awal variabel dependen, 31 mewakili tren sebelum
intervensi, P mewakili perubahan level segera setelah intervensi, dan fs
menunjukkan perubahan tren setelah intervensi. ITS sering digunakan dalam
bidang kesehatan, kebijakan sosial, dan ekonomi, terutama ketika eksperimen acak
tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan etika atau logistik. Dalam studi
kebijakan sosial, ITS telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mengevaluasi
dampak program seperti vaksinasi massal, pengurangan konsumsi rokok, atau

program bantuan sosial terhadap indikator kesejahteraan masyarakat (Turner et al.,
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2025). Dengan begitu, ITS relevan digunakan dalam penelitian pengentasan
kemiskinan, untuk mengukur dampak bantuan sosial seperti PKH terhadap tingkat
kemiskinan dalam kurun waktu tertentu. Dengan menganalisis data BPS yang
dikumpulkan secara periodik, peneliti dapat mengidentifikasi apakah adanya
intervensi pemerintah melalui bantuan sosial menyebabkan perubahan signifikan
dalam tingkat kemiskinan setelah diluncurkan. Hal ini memberikan informasi

berbasis bukti kepada pembuat kebijakan bantuan sosial yang dijalankan.

Mengingat pada umumnya penelitian yang menggunakan data time series
dibutuhkan data yang relatif panjang. Namun, persyaratan data penggunaan metode
Interrupted Time Series tidak ada batasan pasti mengenai jumlah titik data karena
kekuatannya bergantung pada berbagai faktor lain, termasuk distribusi titik data
sebelum dan sesudah intervensi, variabilitas dalam data, kekuatan efek, dan
keberadaan efek perancu seperti musim (Bernal et al., 2017). Tetapi menurut
Hategeka et al., (2020) dan Turner et al., (2019) merekomendasikan bahwa
penggunaan metode ITS setidaknya ada tiga titik data sebelum dan sesudah
intervensi yang dimasukan dalam tinjauannya. Dan penting bagi peneliti untuk
memastikan konsistensi data dan mempertimbangkan faktor eksternal lain yang
dapat mempengaruhi hasil, seperti krisis ekonomi atau bencana alam yang terjadi

dalam periode analisis (Kontopantelis et al., 2015).

Metode ITS merupakan alat analisis yang kuat dalam evaluasi dampak kebijakan,
dengan mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasannya, model ITS termasuk
untuk menilai efektivitas dampak bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan.
Penggunaan ITS dalam konteks Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran
empiris mengenai apakah intervensi pemerintah melalui bansos telah memberikan
hasil yang nyata dalam pengentasan kemiskinan, sehingga mendukung perumusan

kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

2.1.5 Variabel Kontrol

Variabel kontrol berfungsi untuk menjelaskan faktor-faktor ekonomi makro yang

turut memengaruhi tingkat kemiskinan, di luar variabel utama yaitu bantuan sosial.
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Variabel kontrol digunakan untuk memastikan bahwa pengaruh bantuan sosial
terhadap penurunan kemiskinan tidak bias akibat variabel lain yang juga berperan
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Bernal et al., 2018). Adapun
variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) per kapita dan inflasi, yang keduanya merupakan indikator penting dalam

analisis ekonomi makro dan pembangunan daerah.

2.1.5.1 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat
kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Secara konseptual, PDRB per
kapita menunjukkan rata-rata output atau pendapatan yang dihasilkan per individu
dalam suatu daerah selama periode tertentu (Mankiw, 2021). Semakin tinggi nilai
PDRB per kapita, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidupnya. Dalam teori ekonomi makro,
Keynes (1936) menjelaskan bahwa peningkatan output dan pendapatan masyarakat
akan mendorong kenaikan permintaan agregat dan konsumsi rumah tangga, yang
pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian
oleh Todaro & Smith (2020) dalam bukunya edisi ke-13 yang menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu mengurangi tingkat kemiskinan

melalui peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Menurut perspektif empiris, Hidayat & Woyanti (2021) menegaskan bahwa
peningkatan PDRB per kapita berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan
karena semakin besar pendapatan per kapita suatu daerah, semakin tinggi pula daya
beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Namun, efek ini dapat bervariasi
tergantung pada pemerataan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Oleh karena
itu, dalam penelitian ini, PDRB per kapita digunakan sebagai variabel kontrol untuk
menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah turut memengaruhi perubahan
tingkat kemiskinan di luar pengaruh bantuan sosial. Penelitian terdahulu juga
menggunakan variabel PDRB per kapita sebagai variabel kontrol yang banyak
ditemukan dalam studi-studi ekonomi makro walau tidak secara langsung meneliti

kemiskinan. namun hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita memiliki
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pengaruh penting terhadap kinerja ekonomi dan masyarakat secara umum. seperti
studi oleh Decta (2013) yang meneliti pengaruh PAD dan dana perimbangan
terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur yang
menjadikan pertumbuhan ekonomi salah satunya PDRB per kapita sebagai variabel

kontrol.

Dalam penelitian ekonomi regional, PDRB atas dasar harga konstan sering
digunakan karena mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa
dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi). PDRB riil per kapita merupakan
indikator yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap
penduduk dalam suatu daerah setelah memperhitungkan jumlah penduduk.
Indikator ini sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan
ekonomi masyarakat serta kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan
pendapatan bagi penduduknya. Secara matematis, PDRB riil per kapita dapat

dirumuskan sebagai berikut:

PDRB Riil per Kapita = — 0 ADIK 2)
Heper Rapita ~ Jumlah Penduduk

2.1.5.2 Inflasi

Inflasi merupakan variabel makroekonomi penting yang mencerminkan tingkat
kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu
perekonomian (Samuelson & Nordhaus, 2010). Inflasi yang tinggi dapat
menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah,
sehingga memperburuk kondisi kemiskinan. Sebaliknya, inflasi yang stabil dalam
batas moderat dapat menjadi tanda adanya aktivitas ekonomi yang sehat dan
peningkatan permintaan agregat (Mankiw, 2021). Menurut teori Keynesian, inflasi
memiliki hubungan yang kompleks dengan kemiskinan. Dalam jangka pendek,
peningkatan permintaan agregat dapat mendorong inflasi sekaligus meningkatkan
kesempatan kerja (Keynes, 1936). Namun dalam jangka panjang, inflasi yang tidak
terkendali akan menggerus nilai riil pendapatan dan menurunkan kesejahteraan
masyarakat miskin. Secara matematis, tingkat inflasi dapat dihitung menggunakan

rumus sebagai berikut:
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Inflasi = TR — 1HKe-1 0000 3)
nflasi = 1K, 0

Keterangan :
[HK,; :Indeks Harga Konsumen pada periode waktu berjalan

[HK,_, : Indeks Harga Konsumen pada periode sebelumnya

Hasil penelitian Sukirno (2011) dalam bukunya menunjukkan bahwa inflasi yang
tinggi secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan, terutama di daerah yang
memiliki struktur pendapatan tidak merata. Temuan ini diperkuat oleh (Susanto &
Pangesti (2021) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap
kemiskinan di Indonesia karena tingginya harga kebutuhan pokok menurunkan
kemampuan konsumsi rumah tangga miskin. Oleh sebab itu, variabel inflasi
dijadikan kontrol dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa perubahan tingkat
kemiskinan tidak semata-mata dipengaruhi oleh bantuan sosial, tetapi juga
mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang lebih luas. Penelitian terdahulu
juga menggunakan variabel inflasi sebagai variabel kontrol yang banyak ditemukan
dalam studi-studi ekonomi makro walau tidak secara langsung meneliti kemiskinan.
namun hal ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh penting terhadap
kinerja ekonomi dan masyarakat secara umum. seperti studi oleh Prasaja (2013)
yang melakukan studi pengaruh investasi asing, jumlah penduduk dan inflasi
terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah Periode 1980-2011 dengan inflasi
sebagai variabel kontrol dalam studi, dan studi oleh Chow (2013) yang melakukan
studi faktor penentu pengangguran di Bangladesh pada tahun 2000-2011. Variabel
kontrol dalam studi tersebut salah satunya adalah tingkat inflasi sementara variabel

dikontrol yaitu tingkat pengangguran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dirangkum dalam tabel

sebagai berikut:
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Judul, Penulis,

Variabel Metode Hasil
Tahun
Program Keluarga Variabel Bebas: Kuantitatif, PKH  berpengaruh
Harapan: Can It PKH SEM-PLS negatif  signifikan
Reduce Poverty and terhadap kemiskinan
Increase Welfare in Variabel dan positif signifikan
Indonesia?, Resina Terikat: terhadap
etal., (2022) Kemiskinan, kesejahteraan.
Kesejahteraan
Effects of the free Variabel Bebas: Kuantitatif; Kebijakan layanan
healthcare policy on Kebijakan Interrupted kesehatan gratis
maternal and child penghapusan Time Series meningkatkan
health in Burkina biaya layanan (ITS) dengan signifikan konsultasi
Faso: a nationwide kesehatan (user regresi anak di bawah lima
evaluation using fee removal) atau Poisson tahun. Mortalitas
interrupted  time- layanan kesehatan bersyarat malaria berat anak
series analysis, gratis. menurun signifikan.
(Ilboudo & Siri, Variabel Berdampak terhadap
2023) Terikat: layanan persalinan,
Kesehatan ibu dan operasi sesar, dan
anak kematian bayi,
meskipun tidak
seluruhnya
signifikan.
The Impact of Social Variabel Bebas:  Systematic Bantuan sosial
Assistance Bantuan sosial Review meningkatkan daya
Programs on Variabel beli dan
Population Health: Terikat: kesejahteraan
A Systematic Review Status kesehatan, material, namun
of Research in High- ketimpangan banyak penerima
Income Countries, Kkesehatan, dan masih memiliki
(Shahidietal.,2019) status sosial kondisi  kesehatan
ekonomi lebih buruk
dibanding non-
penerima,
menunjukkan
perlunya
peningkatan

efektivitas kebijakan
bantuan sosial.
Program Bantuan
Sosial mungkin tidak

terlalu cocok
menggunakan
metode  Systematic

Review lebih baik




47

Judul, Penulis,

Variabel Metode Hasil
Tahun
menggunakan
metode seperti
Interrupted Time
Series (ITS)
Analysing Variabel Bebas: Interrupted Penggunaan control
Interrupted ~ Time Intervensi Time  Series series mampu
Series  with a kebijakan dengan mengurangi bias tren
Control, (Tropical et kesehatan Control Series dan confounding
al.,2019) (sebelum dan sehingga  estimasi
sesudah dampak  kebijakan
intervensi). kesehatan  populasi
Variabel menjadi lebih akurat
Terikat: dibanding ITS tanpa
Insidensi penyakit kontrol.
(misalnya

bakteremia gram-
negatif dan diare
rotavirus).
Variabel
kontrol:

Seri kontrol yang
tidak terpapar
intervensi namun
berbagi tren yang
sama.

Efektivitas Program Variabel Bebas: Studipustaka/ Bansos efektif
Bantuan Sosial Bantuan  Sosial literatur meningkatkan daya
dalam Mengurangi (PKH, BLT, beli dan memutus
Kemiskinan, Syata, subsidi) rantai  kemiskinan,
(2025) tetapi  menghadapi
Variabel tantangan dalam
Terikat: akurasi distribusi dan
Kemiskinan kesadaran penerima.
Pengaruh Bantuan Variabel Bebas: Kuantitatif, BPNT berpengaruh
Sosial BPNT dan BPNT, PKH regresi negatif, PKH positif
PKH terhadap berganda terhadap
Efektivitas Variabel pengurangan
Penanggulangan Terikat: kemiskinan;
Kemiskinan, Fadhli Kemiskinan bersama-sama
& Nazila, (2023) signifikan  dengan

kontribusi 53,3%.
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Judul, Penulis,

Variabel Metode Hasil
Tahun
Efektivitas Program Variabel Bebas: Kuantitatif Program PKH efektif
Keluarga Harapan Program deskriptif, (input 72%, proses
dalam Keluarga Harapan survei 71%, output 77%),
Penanggulangan (PKH) namun menghadapi
Kemiskinan, Lubis hambatan koordinasi
& Zubaidah, (2020)  Variabel dan jumlah bantuan
Terikat: yang belum
Kemiskinan mencukupi.
Analisis  Efektivitas Variabel Bebas: Studi Bansos belum
Bantuan Sosial Bantuan  Sosial Kepustakaan  sepenuhnya efektif
(Bansos) dalam (Bansos). (Library dalam memberantas
Mengatasi Study) dengan kemiskinan di
Kemiskinan di Variabel data sekunder. Indonesia. Dan
Indonesia, Salsabila Terikat: program, PKH yang
etal., (2024) Kemiskinan  di paling efektif dengan
Indonesia. kendala terbesar pada
data yang tidak
akurat dan distribusi
yang tidak tepat
sasaran.
The impact of Variabel Bebas: Interrupted Kebijakan  kontrol
alcohol control Kebijakan kontrol Time  Series alkohol berdampak
policy on assaults alkohol (Pajak, (ITS) signifikan dalam
and sexual assaults Harga Minimum, mengurangi  angka
in Lithuania: An Jam  Penjualan, penyerangan dan
interrupted  time- dsb.) di Lithuania. pelecehan  seksual.
series analysis, Hasil ni
Miscikiené et al., Variabel menunjukkan  ITS
(2025) Terikat: Kasus efektif menilai
penyerangan dampak  kebijakan
(assaults) dan publik yang
pelecehan seksual kompleks pada isu
(sexual assaults). sosial.
Evaluasi  Dampak Variabel Bebas: Interrupted Perda 4/2013 tidak
terhadap Peraturan Pemberlakuan Time  Series berdampak
Daerah tentang PerdaNo.4 Tahun (ITS) (Regresi signifikan dalam
Perlindungan  dan 2013 Tersegmentasi meningkatkan
Pemberdayaan (Perlindungan & ) dengan data pertumbuhan
Usaha Mikro, Kecil, Pemberdayaan tahunan. ekonomi,
dan Menengah di UMKM). mengurangi
Kabupaten pengangguran, dan
Tulungagung. Variabel menurunkan
Sujoko et al. (2022) Terikat: kemiskinan.
Pertumbuhan Kegagalan
Ekonomi, diakibatkan oleh
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Judul, Penulis,

Variabel Metode Hasil
Tahun
Pengangguran, implementasi  yang
Kemiskinan. tidak optimal.

Dampak Kebijakan Variabel Bebas: Interrupted Larangan Ekspor

Ekspor Bijih Nikel Kebijakan Time Series 2014: Menurunkan
Indonesia Terhadap Larangan Ekspor (ITS) volume ekspor nikel
Ekspor Nikel Bijih Nikel (2014 olahan pada bulan
Olahan: Interrupted dan 2020), pertama. Larangan
Time Series Relaksasi Ekspor Ekspor 2020:
Analysis. Ananda & Bijih Nikel Meningkatkan  tren
Wahyuni (2024) (2017). volume ekspor nikel
olahan Indonesia

Variabel (terjadi hilirisasi).

Terikat: Ekspor

Nikel Olahan.

Penelitian oleh Resina et al. (2022) menunjukkan bahwa Program Keluarga
Harapan (PKH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan,
yang berarti peningkatan pelaksanaan PKH mampu menurunkan tingkat
kemiskinan. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada
kesamaan variabel independen, yaitu bantuan sosial PKH sebagai instrumen
kebijakan fiskal untuk mengurangi kemiskinan, namun penelitian ini
melengkapinya dengan memasukkan variabel kontrol ekonomi (PDRB per kapita

dan inflasi) agar hasilnya lebih komprehensif.

Sementara itu, penelitian yang menggunakan metode Interrupted Time Series (ITS)
seperti penelitian oleh Ilboudo dan Siri, (2023) menganalisis dampak kebijakan
layanan kesehatan gratis bagi perempuan dan anak di Burkina Faso. Studi ini
bertujuan mengevaluasi perubahan penggunaan layanan kesehatan, outcome
kesehatan, serta beban biaya rumah tangga setelah implementasi kebijakan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan biaya layanan kesehatan
secara signifikan meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan, termasuk
kunjungan kesehatan anak, persalinan dengan tenaga medis, serta kunjungan
antenatal. Selain itu, kebijakan tersebut terbukti mampu menurunkan mortalitas
akibat malaria berat pada anak di bawah lima tahun dan mengurangi sebagian beban

biaya rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Shahidi ef al., (2019) mengkaji
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dampak program bantuan sosial terhadap kesehatan masyarakat melalui metode
systematic review pada negara berpendapatan tinggi. Studi ini berangkat dari
argumen bahwa faktor sosial ekonomi merupakan determinan utama kesehatan,
sehingga kebijakan bantuan sosial berperan penting dalam mengurangi
ketimpangan kesehatan, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan material dan
terdapat saran penelitian selanjutnya bahwa lebih baik menggunakan metode seperti
Interrupted Time Series (ITS). Pendekatan metodologi pada penelitian tersebut
relevan karena sama-sama menganalisis perubahan tren sebelum dan sesudah
intervensi kebijakan. Dengan demikian, jurnal pertama menjadi rujukan substantif
terkait hubungan antara bantuan sosial dan kemiskinan, sedangkan jurnal kedua
menjadi rujukan metodologis yang memperkuat validitas penggunaan model ITS

dalam penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga
dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur
berdasarkan garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2023). Tingginya tingkat
kemiskinan mencerminkan rendahnya kesejahteraan masyarakat serta terbatasnya
akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah
menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial
bersyarat (conditional cash transfer) yang diberikan kepada keluarga miskin dan
rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021) sebagai upaya penanggulangan
kemiskinan. Bantuan ini mensyaratkan pemenuhan komitmen di bidang pendidikan
dan kesehatan, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan konsumsi

jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi modal manusia.

Dalam perspektif teori Keynesian, intervensi pemerintah melalui transfer sosial
dapat meningkatkan pendapatan disposabel rumah tangga miskin, mendorong
konsumsi, serta memperkuat permintaan agregat (Mankiw, 2019). Peningkatan
konsumsi tersebut berpotensi menurunkan kemiskinan melalui perbaikan daya beli.

Sementara itu, teori poverty trap menjelaskan bahwa kemiskinan dapat bersifat
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struktural akibat rendahnya investasi pada pendidikan dan kesehatan, sehingga
diperlukan intervensi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Todaro &
Smith, 2015). PKH dirancang untuk menjawab kedua mekanisme tersebut, yakni

melalui peningkatan konsumsi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di Provinsi Lampung, implementasi PKH dimulai pada tahun 2011 dan diposisikan
sebagai titik intervensi dalam penelitian ini. Untuk menguji dampaknya, digunakan
metode Interrupted Time Series (ITS), yang mampu mengidentifikasi perubahan
tingkat (level change) dan perubahan tren (slope change) sebelum dan sesudah
kebijakan diterapkan (Bernal et al., 2017). Selain PKH, dinamika kemiskinan juga
dipengaruhi oleh faktor makroekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan
PDRB per kapita dan inflasi sebagai variabel kontrol. PDRB per kapita
mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang secara teoritis berkorelasi
negatif dengan kemiskinan, karena peningkatan pendapatan rata-rata dapat
memperluas kesempatan kerja dan kesejahteraan (Todaro & Smith, 2015), dan
sejalan dengan oleh Manalu et al., (2024) menyebut bahwa PDRB per kapita
berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu,
inflasi memengaruhi daya beli, terutama bagi rumah tangga miskin yang sebagian
besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok; kenaikan inflasi dapat
meningkatkan risiko kemiskinan (Mankiw, 2019). Penelitian tentang pengaruh
inflasi dan PDRB terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa kedua variabel
tersebut memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan

(Haritsah, 2024).

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan PKH sebagai
variabel intervensi utama yang secara teoritis memengaruhi kemiskinan melalui
mekanisme peningkatan konsumsi dan investasi modal manusia, sementara PDRB
per kapita dan inflasi dikendalikan untuk memperoleh estimasi dampak yang lebih
akurat. Pengujian empiris dilakukan menggunakan pendekatan Interrupted Time
Series untuk menilai perubahan pola kemiskinan di Provinsi Lampung setelah

implementasi PKH.
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.

2.4 Rumusan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, studi empiris dan kerangka pemikiran yang telah

diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.

Diduga tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menurun sebelum

intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

Diduga intervensi bantuan sosial PKH berdampak terhadap penurunan tingkat

kemiskinan di Provinsi Lampung ketika intervensi bantuan sosial PKH

diterapkan.
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3. Diduga tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung lebih menurun setelah
intervensi bantuan sosial PKH diterapkan dengan mengontrol variabel
ekonomi.

4. Diduga variabel kontrol (PDRB per Kapita) berpengaruh negatif signifikan
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

5. Diduga variabel kontrol (Inflasi) berpengaruh positif signifikan terhadap

tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Pendekatan, Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasi-
eksperimental. Fokus penelitian adalah menganalisis dampak bantuan sosial PKH
terhadap tingkat kemiskinan dengan membandingkan pola data sebelum dan
sesudah adanya intervensi kebijakan/program menggunakan metode Inferrupted
Time Series (ITS) yang berdasarkan data deret waktu. Metode ITS dipilih karena
mampu mengidentifikasi perubahan signifikan baik pada tren (trend) maupun level
suatu variabel setelah intervensi, sekaligus mengontrol kecenderungan alami yang
terjadi tanpa kebijakan. Dengan demikian, metode ini dapat memberikan gambaran
kausalitas yang lebih kuat meskipun tidak menggunakan desain eksperimental
murni. Dalam penelitian ini, intervensi kebijakan yang dimaksud adalah
implementasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada
tahun 2011 di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunaka pendekatan ITS yaitu
tidak hanya membandingkan kondisi kemiskinan sebelum dan sesudah program,
tetapi juga menganalisis tren jangka panjang untuk menilai efektivitas dampak

bantuan sosial PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa deret waktu (time series)
tahunan dengan rentang tahun 2001 hingga 2024 di Provinsi Lampung. Rentang
waktu penelitian mencakup periode sebelum intervensi (2001-2010) dan sesudah
intervensi (2011-2024) dan periode 2011 menjadi titik intervensi sesuai dengan
kebutuhan analisis model ITS. Tahun 2011 ditetapkan sebagai titik intervensi (cut-
off point) dalam model karena pada periode tersebut bantuan sosial PKH mulai
diimplementasikan secara masif di Lampung yang secara normatif tertuang dalam

Undang-Undang No. 13 Tahun2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan
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Keputusan Gubernur No. 82 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Tahun 2011
(Jdih.lampungprov, 2011; Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Mengingat pada umumnya penelitian yang menggunakan data time series
dibutuhkan data yang relatif panjang. Namun, persyaratan data penggunaan metode
Interrupted Time Series tidak ada batasan pasti mengenai jumlah titik data karena
kekuatannya bergantung pada berbagai faktor lain, termasuk distribusi titik data
sebelum dan sesudah intervensi, variabilitas dalam data, kekuatan efek, dan
keberadaan efek perancu seperti musim (Bernal et al., 2017). Tetapi menurut
Hategeka et al., (2020) dan Turner et al., (2019) merekomendasikan bahwa
penggunaan metode ITS setidaknya ada tiga titik data sebelum dan sesudah
intervensi yang dimasukan dalam tinjauannya. Adapun Gujarati dan Porter
menjelaskan bahwa dalam analisis ekonometrika, penggunaan data time series
dengan jumlah observasi yang relatif terbatas masih dapat dilakukan selama model
yang digunakan mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara teoritis dan
empiris(Gujarati & Porter, 2010). Selain itu, menurut Greene, (2012), penelitian
ekonometrika yang menggunakan data tahunan seringkali memiliki jumlah
observasi yang lebih kecil dibandingkan data bulanan atau kuartalan. Oleh karena
itu, penggunaan jumlah observasi sekitar 20-30 periode masih dianggap memadai
untuk melakukan estimasi model regresi, selama asumsi model dapat dipenuhi dan

data mencerminkan fenomena yang diteliti.

Badan Pusat Statistis Secara historis mulai menyajikan data kemiskinan tahunan
secara konsisten mulai pada tahun 2000, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan
dasar (basic needs approach) sebagai standar nasional dalam menghitung
kemiskinan, sehingga data yang dihasilkan memiliki keterbandingan antarwaktu
yang memadai untuk analisis deret waktu jangka panjang (Badan Pusat Statistik,
2025a). Dimulainya penghitungan kemiskinan tahunan ini bersamaan dengan
agenda global Millenium Development Goals (MDGs) yang menjadi kerangka
kerja pembangunan internasional sampai 2015, termasuk target penurunan
kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan sosial (Bappenas, 2013), yang

menjadikan tahun 2000 sebagai basis waktu referensial yang relevan untuk evaluasi
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kebijakan sosial di Indonesia terhadap data kemiskinan, tetapi pada periode 1998-
2000, perekonomian Indonesia masih berada dalam tekanan yang cukup berat,
ditandai dengan tingginya inflasi, melemahnya nilai tukar, meningkatnya
pengangguran, serta lonjakan angka kemiskinan sebagai dampak langsung dari
krisis. Kondisi tersebut menyebabkan data sosial-ekonomi pada periode sebelum
2001 masih sangat dipengaruhi oleh gejolak krisis dan belum mencerminkan

kondisi keseimbangan ekonomi yang lebih normal.

Tahun 2001 dipilih sebagai awal periode observasi dalam penelitian ini karena
dianggap sebagai fase awal pemulihan ekonomi yang relatif lebih stabil pascakrisis
ekonomi nasional 1997-1998. Memasuki tahun 2001, stabilitas makroekonomi
mulai menunjukkan perbaikan yang lebih konsisten, sehingga dinamika kemiskinan
yang terjadi setelahnya lebih merepresentasikan kondisi struktural dan respons
kebijakan pemerintah dibandingkan efek guncangan krisis semata. Dengan
demikian, pemilihan tahun 2001 sebagai titik awal observasi dinilai lebih relevan
secara metodologis karena memberikan dasar analisis yang lebih stabil untuk
mengamati tren kemiskinan jangka panjang sehingga tidak mengganggu hasil data
pengamatan dalam menganalisis dampak kebijakan sosial, termasuk Program
Keluarga Harapan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.
Maka demikian penelitian ini mengambil observasi data kemiskinan dari tahun
2001 sampai 2024 untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika

kemiskinan sebelum dan sesudah implementasi PKH.

3.2 Teknik, Deskripsi dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi
dari sumber resmi dan terverifikasi. Data dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat
Statistik (BPS), Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kementerian Keuangan dan
lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam bentuk publikasi
tahunan. Data utama yang dikumpulkan meliputi: tingkat kemiskinan, PDRB riil
per kapita, dan inflasi. Semua variabel tersebut dikumpulkan dalam bentuk data

time series periode tahun 2001 sampai 2024 yang disesuaikan. Seluruh data
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dikompilasi dalam format tabulasi untuk dioleh dan dianalisis secara statistik

menggunakan perangkat lunak seperti STATA17, dan Excel.

Tabel 3.1 Deskripsi Variabel

Nama Variabel Simbol Satuan Sumber Data
Tingkat Kemiskinan | Y Persen Badan Pusat Statistik
Variabel Intervensi:

1. Tren Waktu 1. T 1. Angka Urutan 1. Data diolah

2. Dummy 2. X Tahun Peneliti

Intervensi 3. TA | 2. Dummy (0/1) 2. Data diolah
3. Tren Waktu 3. Angka Urutan Peneliti
setelah Tahun 3. Data diolah
Intervensi Peneliti
PDR.B Riil per Z1 Ribu Rupiah Badan Pusat Statistik
Kapita
Inflasi 72 Persen Badan Pusat Statistik

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel berfungsi untuk menjelaskan secara jelas pengertian
dan batasan masing-masing variabel dalam penelitian agar dapat diukur secara
empiris sesuai dengan kerangka konsep penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga

jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

3.3.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan variabel utama yang menjadi fokus dalam
penelitian ini. Secara konseptual, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketika
individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum
baik untuk konsumsi makanan maupun nonmakanan. Garis kemiskinan ditetapkan
berdasarkan nilai rupiah minimum yang diperlukan untuk mencapai standar hidup
layak. (Badan Pusat Statistik, 2023) mendefinisikan kemiskinan sebagai
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diukur melalui pendekatan
pengeluaran per kapita. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan nilai rupiah
minimum yang diperlukan untuk mencapai standar hidup layak, yang terdiri atas

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).
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Dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk
pada setiap tahun pengamatan yang berada di bawah garis kemiskinan yang diukur
oleh BPS melalui indikator Headcount Index (PO0), yaitu persentase penduduk yang
pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan nasional (Badan Pusat Statistik,
2025a). Pengukuran dilakukan dalam satuan persen (%), dengan data bersumber
dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi resmi. Periode data yang
digunakan mencakup tahun 2001 hingga 2024, sehingga memungkinkan analisis

tren jangka panjang sebelum dan sesudah implementasi program bantuan sosial.

3.3.2 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai intervensi
kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer)
yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH bertujuan untuk mengurangi beban
pengeluaran rumah tangga miskin serta meningkatkan akses terhadap layanan
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik
Indonesia, 2021). World Bank, (2020c) mendefinisikan bantuan sosial sebagai
transfer nonkontributif dari pemerintah kepada individu atau rumah tangga yang

bertujuan mengurangi kemiskinan dan kerentanan.

Dalam penelitian ini yang menggunakan metode Interrupted Time Series (ITS),

PKH diposisikan sebagai variabel intervensi kebijakan yang diukur berdasarkan

waktu implementasinya di Provinsi Lampung, yaitu tahun 2011. Variabel ini tidak

diukur berdasarkan besaran nominal bantuan, melainkan berdasarkan keberadaan

kebijakan sebelum dan sesudah implementasi. Secara operasional, variabel PKH

diukur menggunakan variabel dummy sebagai berikut:

a. Nilai 0 : Periode sebelum implementasi PKH di Provinsi Lampung (tahun
sebelum 2011)

b. Nilai 1 : Periode setelah implementasi PKH di Provinsi Lampung (tahun 2011
dan sesudahnya)

Selain itu, dalam model Interrupted Time Series, variabel ini juga dikombinasikan

dengan variabel waktu setelah intervensi (time after intervention) untuk mengukur
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perubahan tren (slope change) pasca implementasi PKH. Dengan demikian, definisi
operasional PKH dalam penelitian ini adalah variabel kebijakan berbentuk dummy
yang merepresentasikan keberadaan intervensi bantuan sosial bersyarat sejak tahun
2011, yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tingkat (level) dan

perubahan tren (slope) tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

3.3.3 Variabel Intervensi

Variabel intervensi merepresentasikan implementasi kebijakan bantuan sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung yang mulai dilaksanakan
pada tahun 2011. Karena penelitian menggunakan metode Interrupted Time Series
(ITS), Namun demikian, secara teknis dalam model regresi, bantuan sosial PKH
juga dapat dipahami sebagai variabel independen, yaitu variabel yang diduga

memengaruhi perubahan pada variabel dependen (tingkat kemiskinan).

Variabel intervensi dalam ITS, tidak diukur berdasarkan besaran nominal bantuan,
melainkan berdasarkan keberadaan kebijakan sebelum dan sesudah implementasi
di Provinsi Lampung pada tahun 2011. Oleh karena itu, variabel ini
dioperasionalkan dalam tiga komponen utama, yaitu tren waktu (time), dummy
intervensi (intervention dummy), dan tren setelah intervensi (time after
intervention) yang secara bersama-sama membentuk variabel independen dalam

model regresi deret waktu, yaitu:

1. Tren Waktu (Time Trend)
Variabel tren waktu merupakan variabel yang menunjukkan urutan waktu
pengamatan dalam bentuk data tahunan. Variabel ini digunakan untuk menangkap
tren tingkat kemiskinan sebelum adanya intervensi bantuan sosial PKH. Secara
operasional, variabel ini diukur dengan memberi kode angka secara berurutan
sesuai periode penelitian, sebagai berikut:

a. Tahun pertama observasi = 1

b. Tahun kedua =2

c. dan seterusnya hingga tahun terakhir pengamatan.
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Variabel ini merepresentasikan perubahan tingkat kemiskinan setiap tahun sebelum

intervensi.

2. Dummy Intervensi (Intervention Dummy)
Variabel dummy intervensi digunakan untuk menangkap perubahan tingkat (level
change) yang terjadi segera ketika implementasi PKH pada tahun 2011. Secara
operasional, variabel ini diukur sebagai berikut:

a. Nilai O : periode sebelum implementasi PKH (tahun < 2011)

b. Nilai I : periode setelah implementasi PKH (tahun > 2011)
Variabel ini mengukur apakah terdapat perubahan langsung pada tingkat

kemiskinan pada periode ketika kebijakan diberlakukan.

3. Tren Waktu Setelah Intervensi (7ime After Intervention)
Variabel tren waktu setelah intervensi digunakan untuk mengukur perubahan
kemiringan tren (slope change) tingkat kemiskinan setelah implementasi PKH.
Secara operasional, variabel ini diukur sebagai:

a. Nilai O : untuk seluruh periode sebelum 2011

b. Nilai bertambah secara berurutan sejak tahun 2011 (seperti, 1 untuk 2011, 2

untuk 2012, dan seterusnya)

Variabel ini menunjukkan apakah laju penurunan atau peningkatan kemiskinan

berubah setelah adanya intervensi kebijakan (Penfold, 2023).

3.3.4 Variabel Kontrol (Z:): PDRB Riil per Kapita

PDRB riil per kapita merupakan variabel kontrol yang digunakan untuk menangkap
pengaruh kondisi ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan. Secara konseptual,
PDRB riil per kapita menggambarkan rata-rata output ekonomi yang dihasilkan
oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah, dengan memperhitungkan nilai riil atau
harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), PDRB riil per kapita
merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam
menghasilkan barang dan jasa, serta digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan
ekonomi masyarakat dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi).

Dengan demikian, PDRB riil per kapita tidak hanya menggambarkan pertumbuhan
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ekonomi, tetapi juga memberikan gambaran riil mengenai perubahan daya beli dan
standar hidup penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB riil per kapita,
semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya, sehingga secara teoritis diharapkan dapat menurunkan tingkat
kemiskinan. Dalam penelitian ini, PDRB riil per kapita diukur dalam satuan rupiah
(Rp) per kapita atas dasar harga konstan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik
(BPS) melalui publikasi “Lampung dalam Angka dan PDRB Provinsi Lampung
Menurut Lapangan Usaha”. Periode data yang digunakan mencakup tahun 2001

hingga 2024 agar konsisten dengan rentang waktu variabel lainnya.

3.3.5 Variabel Kontrol (Z2): Inflasi

Inflasi digunakan sebagai variabel kontrol kedua dalam penelitian ini untuk
merepresentasikan dinamika harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Secara konseptual, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara
umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Menurut Badan Pusat
Statistik (2023), inflasi menggambarkan kecenderungan meningkatnya harga-harga
barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara terus-menerus, yang
mencerminkan penurunan daya beli uang. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung
menurunkan daya beli masyarakat miskin, karena pendapatan mereka tidak
meningkat secara proporsional terhadap kenaikan harga. Oleh karena itu, inflasi
berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan secara tidak langsung. Dalam
penelitian ini, inflasi diukur berdasarkan persentase perubahan tahunan Indeks
Harga Konsumen (IHK) dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Data inflasi
diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dari laporan
Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Lampung, dengan periode observasi

dari 2001 hingga 2024.

3.4 Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah tahapan pengolahan dan penyederhanaan data
sehingga hasil penelitian dapat ditafsirkan dengan lebih jelas. Metode yang

digunakan dipilih berdasarkan pola dan hubungan antarvariabel yang diteliti agar
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analisis dapat dilakukan secara akurat. Penelitian ini menerapkan metode
Interrupted Time Series (ITS) guna menilai pengaruh intervensi baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang, sehingga metode tersebut sesuai digunakan dalam

evaluasi kebijakan publik, termasuk program bantuan sosial.

3.4.1 Pengolahan Awal Data Time Series ITS

Data diinput dan dibersihkan dalam perangkat lunak seperti Excel. Tahap ini
termasuk menyusun urutan waktu, konversi data dummy intervensi, dan urutan

waktu setelah intervensi.

3.4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum
mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan estimasi model
Interrupted Time Series (ITS). Analisis ini meliputi perhitungan nilai rata-rata
(mean), median, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari seluruh variabel
penelitian, yaitu tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, variabel intervensi
PKH (tren waktu, dummy intervensi, dan tren waktu setelah intervensi ), serta
variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan inflasi. Statistik deskriptif bertujuan
untuk melihat pola awal dan sebaran data selama periode 2001-2024 sebelum

dilakukan pengujian lebih lanjut.

3.4.3 Analisis Model Interrupted Time Series

Penelitian ini menggunakan metode Interrupted Time Series (ITS) sebagai desain
kuasi-eksperimental untuk mengevaluasi dampak implementasi Program Keluarga
Harapan (PKH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Desain ini
digunakan ketika peneliti tidak memiliki kelompok kontrol, sehingga evaluasi
kebijakan dilakukan dengan membandingkan pola data sebelum dan sesudah

intervensi dalam suatu rangkaian waktu.
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Secara konseptual, metode ITS bertujuan untuk mengidentifikasi apakah suatu
kebijakan menimbulkan perubahan signifikan pada variabel yang diamati, baik
dalam bentuk perubahan tingkat (level) maupun perubahan tren (slope). Perubahan
level menggambarkan dampak langsung kebijakan pada saat intervensi mulai
diterapkan, sedangkan perubahan tren menunjukkan perubahan arah atau kecepatan
perkembangan variabel setelah kebijakan berjalan, sehingga metode cocok untuk
evaluasi kebijakan publik seperti bantuan sosial (Langbein & Felbinger, 2012).

Secara teknis, model ITS yang digunakan melibatkan beberapa variabel:

A. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan tahunan (dalam persen).
B. Variabel independen utama mencakup variabel intervensi:
1) Time: waktu observasi tahunan (2001-2024), sebagai tren alami untuk
menangkap tren tingkat kemiskinan sebelum intervensi,
2) Intervention: variabel dummy (0 untuk sebelum tahun 2011, 1 untuk
tahun 2011 dan seterusnya),
3) TimeAfterIntervention: tren waktu setelah intervensi dimulai.
C. Variabel kontrol mencakup: PDRB per kapita, dan tingkat inflasi, yang

berfungsi untuk menstabilkan pengaruh eksternal terhadap variabel dependen.

3.4.4 Estimasi Model Regresi ITS

Model Interrupted Time Series (ITS) dalam penelitian ini diestimasi menggunakan
metode Ordinary Least Squares (OLS) yang merupakan pendekatan yang umum
digunakan dalam model segmented regression pada ITS (Turner et al., 2021),
metode OLS digunakan karena mampu menghasilkan estimator yang bersifat Best
Linear Unbiased Estimator (BLUE) apabila asumsi klasik terpenuhi karena OLS
memiliki sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) ketika asumsi klasik
terpenuhi. Melalui metode ini, hubungan antara variabel dependen (tingkat
kemiskinan) dan variabel independen yang merepresentasikan intervensi kebijakan
dapat diukur secara kuantitatif. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai

berikut:
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Yt = ﬁO + ﬁth + BZXt + B3TAt + ﬁ4Z1t + ﬁSZZt + &t (4)

Dengan keterangan:
Y :Tingkat kemiskinan pada waktu ke-t
Bo : Konstanta model

B1 — Bs : Koefisien Regresi

T : Time; (tren waktu tahun ke-t (2001-2024) tahun ke-1, ke-2, dst.)

X : Intervention; (variabel dummy 0 = sebelum tahun 2011, 1 = dimulai
tahun 2011)

TA; : Time After Interventions, tren waktu setelah intervensi (tahun ke-1,2 dst
dimulai tahun 2011)

Zit : PDRB per Kapita; (Variabel kontrol)

Lo : Inflasi;, (Variabel kontrol)

& : Eror Term

Makna masing-masing koefisien adalah sebagai berikut:
a. Po(constant) : menunjukkan tingkat kemiskinan pada awal periode pengamatan
(tahun 2001).
b. PB: (pre-intervention trend) : menunjukkan perubahan tren tingkat kemiskinan
pada periode sebelum intervensi.
c. P2 (level change) : mengukur perubahan langsung tingkat kemiskinan pada saat
intervensi dimulai (tahun 2011).
d. PBs(trend change) : mengukur perubahan laju tren kemiskinan setelah intervensi
dibandingkan dengan tren sebelumnya.
e. s dan Bs : mengukur pengaruh variabel kontrol, yaitu PDRB per kapita dan
inflasi terhadap tingkat kemiskinan.
Dalam model ITS dua komponen utama yang diamati, yaitu perubahan level (level
change) dan perubahan tren (trend change) setelah adanya intervensi untuk
mengetahui dampak intervensinya (Bernal et al., 2017). Pengujian signifikansi
parameter dilakukan menggunakan uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-
masing variabel, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan

variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R?)



65

digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat
kemiskinan selama periode penelitian.

Dengan spesifikasi model tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi secara
kuantitatif apakah intervensi PKH menimbulkan perubahan signifikan pada tingkat
maupun tren kemiskinan di Provinsi Lampung setelah mengendalikan faktor

makroekonomi.

3.4.5 Uji Asumsi Klasik

Meskipun dalam model Interrupted Time Series berbasis data deret waktu asumsi
yang paling krusial untuk diuji adalah autokorelasi, karena adanya potensi korelasi
residual antarperiode penelitian tetap melakukan pengujian asumsi klasik lainnya
(Bernal et al., 2017), yang disesuaikan dengan karakteristik data ITS dengan
variabel kontrol. Hal ini disebabkan model diestimasi menggunakan metode
Ordinary Least Squares (OLS), sehingga untuk memperoleh estimator yang bersifat
Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), diperlukan pengujian terhadap asumsi
homoskedastisitas, tidak adanya multikolinearitas, serta normalitas residual.
sebagaimana dijelaskan oleh Gujarati & Porter (2010), yaitu bahwa estimasi yang
dihasilkan bersifat tidak bias, efisien, dan konsisten. Pelanggaran terhadap salah
satu asumsi klasik dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak valid atau bias

secara statistik.

3.4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual pada model regresi
terdistribusi secara normal atau tidak (Gujarati & Porter, 2010). Model regresi yang
baik mensyaratkan residualnya mengikuti distribusi normal, karena hal ini menjadi
dasar validitas pengujian statistik (t-test dan F-test). Mengingat jumlah observasi
dalam penelitian ini sebanyak 24 (n < 50), maka uji normalitas dilakukan
menggunakan Shapiro-Wilk Test yang secara empiris memiliki kekuatan uji paling
tinggi untuk sampel kecil (Razali & Wah, 2011) Meskipun Jarque-Bera umum

digunakan dalam analisis ekonometrika time series, uji tersebut bersifat asimtotik
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dan lebih sesuai untuk sampel besar. Uji normalitas dilakukan menggunakan

Shapiro-Wilk Test, dengan hipotesis pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Ho : Nilai probability > 0,05 (a = 5%), maka residual dianggap berdistribusi
normal.

b. Ha.: Nilai probability < 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal.

3.4.5.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan antar
residual pada periode yang berbeda. Masalah autokorelasi sering muncul pada data
runtut waktu (time series), di mana nilai pada periode tertentu dipengaruhi oleh nilai
pada periode sebelumnya (Wooldridge, 2016). Jika autokorelasi terjadi, maka hasil
estimasi tidak efisien karena varians kesalahan menjadi bias. Autokorelasi dapat
disebabkan oleh spesifikasi model yang tidak tepat, kesalahan dalam manipulasi
data, atau karena data yang tidak stasioner. Pengujian autokorelasi dilakukan
menggunakan Breusch-Godfrey (Lagrange Multiplier) LM Test. Hipotesis
pengujiannya sebagai berikut:

a. Ho : Nilai Prob. Chi-Square > 0,05 (o = 5%), maka tidak terdapat autokorelasi.
b. Ha: Nilai Prob. Chi-Square < 0,05, maka terdapat autokorelasi dalam model.

3.4.5.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas antar variabel intervensi dalam model ITS merupakan bersifat
struktural yang sudah pasti terjadi, Damodar Gujarati menyatakan
multikolinearitas dapat timbul karena adanya variabel yang berasal dari kombinasi
variabel lain, seperti pada bentuk polinomial atau interaksi, yang dikenal sebagai
multikolinearitas struktural (Gujarati & Porter, 2010). Penggunaan metode OLS
menjadikan model ITS secara statistik setara dengan model regresi linear serta
dengan memasukkan variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh faktor lain di
luar intervensi yang dapat memengaruhi variabel dependen menyebabkan model
memiliki lebih dari satu variabel independen (kontrol) sehingga berpotensi
menimbulkan hubungan linear antar variabel penjelas. Oleh karena itu, pengujian

multikolinearitas perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat korelasi
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yang tinggi antar variabel independen dalam hal ini variabel kontrol yang dapat
memengaruhi kestabilan estimasi koefisien regresi (Bernal ef al., 2017; Gujarati &
Porter, 2010; Wooldridge, 2016). Masalah multikolinearitas dapat menyebabkan
varian dari koefisien regresi membesar, sehingga hasil estimasi menjadi tidak
efisien dan interpretasi koefisien menjadi tidak reliabel. Dalam penelitian ini,
pengujian dilakukan menggunakan nilai VIF, dengan kriteria sebagai berikut:

a. VIF > 10 menunjukkan adanya multikolinearitas tinggi.

b. VIF antara 5-10 menunjukkan multikolinearitas sedang.

c. VIF <5 menunjukkan multikolinearitas rendah atau tidak ada masalah serius.
Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai VIF < 10 untuk seluruh
variabel bebasnya (Ghozali, 2018).

3.4.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan
varian dari error atau residual antar pengamatan. Dalam model regresi yang baik,
varians residual harus konstan (homoskedastisitas). Jika varians residual berbeda
antar observasi, maka terjadi heteroskedastisitas, yang dapat menyebabkan estimasi
parameter menjadi tidak efisien (Widarjono, 2018). Penelitian ini untuk menguji
masalah heterokedastisitas menggunakan metode White. Hipotesis yang digunakan
dalam metode White adalah :

a. Ho: Nilai Prob. Chi-Square > 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dan

model dianggap homoskedastisitas.

b. Ha: Nilai Prob. Chi-Square < 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas.

3.4.6 Uji Hipotesis
3.4.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh yang
diberikan oleh satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,
2013) dengan mengasumsikan bahwa seluruh variabel independen lainnya berada
dalam kondisi konstan. Uji ini bertujuan mengukur kekuatan dan arah hubungan

antarvariabel dalam model regresi. Penentuan signifikansi dilakukan dengan
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melihat nilai probabilitas (p-value) atau t-hitung (statistik). Pada penelitan ini yang
menggunakan uji satu arah, variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependen, apabila nilai probabilitas (Sig.) lebih
kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (a = 5%) atau apabila nilai t-hitung < -t-tabel
untuk hipotesis satu arah negatif dan apabila nilai t-hitung > t-tabel untuk hipotesis
satu arah positif. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas (Sig.) lebih besar dari tingkat
signifikansi 0,05 (o = 5%) atau apabila nilai t-hitung > -t-tabel untuk hipotesis satu
arah negatif dan apabila nilai t-hitung < t-tabel untuk hipotesis satu arah positif,
maka variabel independen dianggap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen. Dengan demikian, hasil uji t ini menjadi dasar untuk menolak
atau menerima hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis

yang digunakan dalam penelitian dengan model ITS ini adalah:

Hipotesis 1
Hy: 1 = 0, Tren tingkat kemiskinan tidak menurun sebelum intervensi bantuan
sosial PKH diterapkan.

H, : B; <0, Tren tingkat kemiskinan menurun sebelum intervensi bantuan sosial
PKH diterapkan.

Keterangan: Jika koefisien PB: bernilai negatif dan signifikan, maka menunjukkan
bahwa tingkat kemiskinan memiliki tren menurun sebelum intervensi
bantuan sosial PKH diterapkan.

Hipotesis 2

Hy : f, = 0, Intervensi bantuan sosial tidak berdampak terhadap penurunan tingkat
kemiskinan ketika adanya intervensi bantuan sosial PKH.

H,: B, <0, Intervensi bantuan sosial berdampak terhadap penurunan tingkat
kemiskinan ketika adanya intervensi bantuan sosial PKH.

Keteramgan: Jika koefisien 2 bernilai negatif dan signifikan, maka menunjukkan
terdapat perubahan level, yang berarti bahwa intervensi bantuan sosial
PKH berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada periode

ketika intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.
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Hipotesis 3
Hy:f3 =0, Tren tingkat kemiskinan tidak lebih menurun setelah intervensi
bantuan sosial PKH diterapkan.

H, : B3 <0, Tren tingkat kemiskinan lebih menurun setelah intervensi bantuan
sosial PKH diterapkan.

Keterangan: Jika koefisien s bernilai negatif dan signifikan, maka menunjukkan
terdapat perubahan tren (slope), yang berarti tren tingkat kemiskinan
lebih menurun setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

Hipotesis 4

Hy:p4 = 0, PDRB per kapita tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap
tingkat kemiskinan.

H,: [, <0, PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat
kemiskinan.

Hipotesis 5

Hy:fs <0, Inflasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat
kemiskinan.

H, : Bs > 0, Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

3.4.6.2 Uji Bersama-sama (Uji F)

Uji F atau uji bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel

independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Gujarati & Porter, 2010).

Dengan kata lain, uji ini menguji keberartian model secara keseluruhan. Secara

matematis, hipotesis uji F dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Ho: pi = p2=ps = p+ = ps =0, tidak ada pengaruh bersama-sama antara
intervensi waktu, intervensi bantuan sosial, PDRB per kapita, dan inflasi
terhadap tingkat kemiskinan.

b. H.:pi# f2# fs # f+ # fs # 0, terdapat pengaruh bersama-sama antara variabel
independen terhadap tingkat kemiskinan.

Uji dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p-value) atau F-statistik yang

dihasilkan oleh model regresi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
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a. Jika F-statistik > F-tabel atau p-value < 0,05 (o = 5%), maka Ho ditolak dan H,
diterima, yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

b. Jika F-statistik < F-tabel atau p-value > 0,05, maka Ho diterima, yang berarti
variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil uji F yang signifikan dalam model Interrupted Time Series (ITS),
menunjukkan bahwa kombinasi dari variabel intervensi (bantuan sosial), tren
waktu, dan variabel kontrol (PDRB per kapita dan inflasi) secara bersama-sama
mampu menjelaskan variasi perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.
Dengan demikian, model ITS yang digunakan layak untuk digunakan dalam
menjelaskan dinamika perubahan kemiskinan setelah adanya kebijakan bantuan
sosial. Menurut Gujarati & Porter (2010), uji F penting untuk memastikan bahwa
model regresi tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel secara parsial,
tetapi juga memberikan gambaran bahwa keseluruhan variabel bebas yang
digunakan memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat. Hal ini juga
mendukung validitas model dalam penelitian empiris kebijakan ekonomi seperti

evaluasi program sosial.

3.4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R?)

Uji koefisien determinasi (R?) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-
variabel independen yang terdapat dalam model mampu menjelaskan variasi dari
variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini berfungsi untuk mengetahui tingkat
goodness of fit dari model regresi yang digunakan dalam penelitian. Semakin tinggi
nilai koefisien determinasi, maka semakin besar proporsi variasi variabel dependen
yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam (Widarjono, 2018). Nilai R?
berada pada rentang antara 0 hingga 1 (0 <R? < 1). Apabila nilai R* mendekati 0,
hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
perubahan variabel dependen sangat rendah atau terbatas. Sebaliknya, apabila nilai
R? mendekati 1, maka sebagian besar variasi pada variabel dependen dapat

dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model (Gujarati &
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Porter, 2010). Dengan demikian, semakin besar nilai R?, semakin baik model

tersebut dalam menggambarkan hubungan antarvariabel yang diteliti.

3.4.7 Interpretasi Hasil

Tahap terakhir dalam analisis adalah melakukan interpretasi terhadap hasil estimasi

dan analisis dampak kebijakan. Interpretasi diarahkan pada:

1.

Interpretasi variabel utama dalam model Interrupted Time Series (ITS)
digunakan untuk menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan sebelum, ketika,
dan setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan di Provinsi Lampung.
Koefisien B1 menunjukkan tren tingkat kemiskinan sebelum intervensi bantuan
sosial PKH. Koefisien . menunjukkan perubahan level tingkat kemiskinan
pada periode ketika intervensi diterapkan. Koefisien s menunjukkan
perubahan tren tingkat kemiskinan setelah intervensi. Tren setelah intervensi
diperoleh dari penjumlahan B: + Ps. Apabila hasil Bi + s lebih negatif
dibandingkan B:, maka menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami
penurunan yang lebih besar serta cenderung menurun secara berkelanjutan
setelah intervensi diterapkan.

Pengaruh variabel kontrol, seperti PDRB per kapita dan inflasi, dianalisis untuk
melihat apakah faktor ekonomi makro turut mempengaruhi perubahan
kemiskinan. Hal ini penting agar pengaruh bantuan sosial tidak terdistorsi oleh

faktor eksternal lainnya.

. Validitas model, dilihat dari hasil uji asumsi klasik dan signifikansi

keseluruhan model. Model yang bebas dari pelanggaran asumsi dan memiliki
koefisien signifikan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk penarikan

kesimpulan empiris.

Tahapan analisis ini, metode ITS tidak hanya menjawab rumusan masalah secara

statistik, tetapi juga memberikan dasar ilmiah untuk menganalisis dampak setelah

intervensi bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan. Hasil analisis dapat

dijadikan referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan sosial

yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan sosial Program

Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung

menggunakan metode Interrupted Time Series (ITS) dengan periode pengamatan

tahun 2001-2024. Model penelitian memasukkan variabel tren waktu (T), variabel

intervensi (X), tren waktu setelah intervensi (TA), serta variabel kontrol berupa

PDRB per kapita dan inflasi. Berdasarkan hasil estimasi model dan pembahasan

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Hasil estimasi variabel (T) tren waktu sebelum intervensi menunjukkan
pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang
mengindikasikan bahwa sebelum adanya PKH, tingkat kemiskinan di Provinsi

Lampung telah mengalami penurunan secara bertahap dari waktu ke waktu.

Hasil estimasi variabel (X) dummy intervensi berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal ini
menunjukkan bahwa intervensi PKH mampu menurunkan tingkat kemiskinan
secara langsung pada periode ketika bantuan sosial PKH diterapkan. Dengan
demikian, program bantuan sosial ini terbukti berdampak dalam mengurangi
tingkat kemiskinan dalam jangka pendek melalui peningkatan akses rumah
tangga miskin terhadap bantuan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan

dan daya beli masyarakat melalui konsumsi.
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3. Hasil estimasi variabel tren waktu setelah intervensi (TA) menunjukkan bahwa

perubahan tren tingkat kemiskinan setelah implementasi PKH tidak signifikan
secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi
penurunan tingkat kemiskinan sejak adanya intervensi kebijakan PKH, tren
penurunan kemiskinan dalam jangka panjang tidak mengalami perubahan yang
signifikan dibandingkan dengan tren sebelum implementasi program. Dengan
kata lain, dampak PKH lebih terlihat dalam bentuk perubahan tingkat (/evel
change) daripada perubahan tren jangka panjang (slope change).

Variabel kontrol PDRB per kapita terbukti memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita sebagai indikator
pertumbuhan ekonomi daerah berperan penting dalam menurunkan tingkat
kemiskinan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat yang tercermin dalam
peningkatan PDRB per kapita, maka semakin besar peluang masyarakat untuk

keluar dari kondisi kemiskinan.

Variabel inflasi dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa
fluktuasi tingkat harga selama periode penelitian tidak secara langsung
memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung setelah
dikontrol bersama variabel intervensi kebijakan dan pertumbuhan ekonomi

dalam model penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga
Harapan melalui perbaikan mekanisme penargetan penerima manfaat,
transparansi penyaluran bantuan, serta penguatan sistem monitoring dan
evaluasi program. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial

dapat diterima oleh rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.
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2. Implementasi PKH perlu lebih diintegrasikan dengan program pemberdayaan
ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha
mikro, serta program peningkatan produktivitas kerja. Integrasi ini penting agar
rumah tangga penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan tunai,
tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka sehingga dapat

benar-benar keluar dari kemiskinan.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu didukung oleh pertumbuhan
ekonomi daerah yang inklusif. Sehingga, pemerintah perlu mendorong
peningkatan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat, sehingga kenaikan PDRB riil per kapita dapat memberikan
dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan secara

berkelanjutan..

4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan dengan
frekuensi data yang lebih tinggi, seperti data triwulanan atau bulanan, sehingga
dinamika perubahan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi
kebijakan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan menghasilkan estimasi
yang lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat
memperluas cakupan wilayah penelitian, misalnya pada tingkat nasional di
Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai dampak kebijakan bantuan sosial dalam menurunkan kemiskinan.
Penelitian selanjutnya juga dapat memfokuskan pada analisis perubahan tren
pada suatu variabel objek penelitian dengan metode ITS. Peneliti selanjutnya
juga dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi tingkat
kemiskinan, seperti tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, ketimpangan
pendapatan, maupun indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga analisis
yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai

faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kemiskinan.
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